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MOTTO

“RASA TANGGUNG JAWAB UNTUK TERUS MAJU ADA DI DALAM DIRI
KITA SEMUA. TUGAS UNTUK BERJUANG SEKUAT TENAGA ADALAH
TUGAS KITA SEMUA. AKU MERASAKAN PANGGILAN UNTUK TUGAS

1Tu”
{ Abraham Lincoln )

Jack Canfield, Chicken Spup For The Soul, PT Gramedia Pustaka |tama, Jakarta, 2001, him 215
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RINGKASAN

Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sistem
pembayaran nasional (SPN) vang komprehensif, terintegrasi. terkelola secara
efektif. efisien. aman, dan andal serta rendah resiko. Selain memenuhi kebutuhan
berskala nasional. sistem pembayaran yang dilaksanakan Bank Indonesia dituntut
agar terintegrasi dengan sistem pembayaran negara lain, terutama untuk
menurunkan resiko seftlement antar mata uang. Salah satu sistem yang
dikembangkan oleh Bank Indonesia adalah Real Time Gross Settlement System
(RTGS).

Penulisan skripsi ini terdapat tiga permasalahan yakni mengenai tanggung
jawab bank peserta dalam hal terjadi kegagalan pembayaran, mengenai bentuk
alat bukti dan kekuatan pembuktian pada sistem BI-RTGS vang merupakan
transfer dana elektronik dan kepastian hukum transfer dana dalam hal bank
peserta BI-RTGS dijatuhi pailit. Adapun tujuan dari pada penulisan skripsi ini
dibagi menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus, dimana penulisan ini
bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan menganalisa serta
memberikan masukan terhadap permasalahan hukum vang terkait dengan sistem
Bank Indonesia Real Time Gross Settlement,

Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah dengan
menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan
masalah konseptual (concepiual approach). Sumber bahan hukum yang dipakai
menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
non hukum. Adapun Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan vang
sesuai dengan pemasalahan yang diangkat dan penelusuran buku-buku hukum
(freatises), kemudian bahan hukum yang ada diolah dan dianalisis secara
deskriptif teoritis.

Penulisan skripsi ini memuat tanggung jawab bank peserta sistem BI-
RTGS dalam hal terjadi kegagalan pembayaran, dimana tanggung jawab bank

pescrtd BI-K TGS bila lerjadi kegagalan pembayaran adalah dengan memberikan
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kompensasi dan pengembalian dana. Untuk meminimalisir terjadinva kegagalan
pembayaran maka bank peserta bertanggung jawab dalam melaksanakan instruksi
transfer dana, memberikan informasi tentang proses transfer dana,
memberitahukan kepada nasabah mengenai kondisi gangguan dan darurat.
Tanggung jawab bank peserta dalam hal pembebasan tanggung jawab (indemnity)
apabila terjadi pembatalan transfer dana dan Kkewajiban otentikasi, juga
merupakan tanggung jawab bank peserta sistem BI-RTGS. Oleh karenanya
disarankan bagi Bank Indonesia untuk membuat undang-undang transfer dana
yang memuat mengenai batasan langgung jawab bank peserta dalam hal terjadi
kegagalan pembayaran.

Pembahasan selanjutnya berisikan benluk alat bukti dan kekuatan
pembuktian pada sistem transfer dana melalui sistem BI-RTGS vang merupakan
transfer dana elektronik yakni perjanjian antara Bank Indonesia dengan masing-
masing bank peserta BI-RTGS, menyatakan bahwa hasil olahan komputer (RCC)
merupakan alat bukii yang sah. Perjanjian tersebut tertuang dalam “Perjanjian
Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dengan Peserta”. Hal ini
kurang kuat untuk dijadikan dasar hukum kekuatan pembuktian apabila terjadi
sengeketa dengan pihak diluar peserta BI-RTGS,walaupun bukti tersebut diatas
sah dan mengikat bagi peserta BI-RTGS namun tergantung hakim mau menerima
alat bukti tersebut atau tidak. Oleh karena itu disarankan kepada pembuat undang-
undang untuk membentuk suatu hukum acara perdata yang memuat mengenai
perluasan alat bukti dan kekuatan pembuktiannya.

Pembahasan yang terakhir memuat kepastian hukum transfer dana dalam
hal bank peserta dijatuhi pailit, dimana dalam undang-undang kepailitan
ditegaskan bahwa sebelum waktu dinyatakannva putusan pailit. pelaksanaan
transfer dana wajib diteruskan. Ketentuan mengenai transfer dana dalam undang-
undang kepailitan dapal diartikan bahwa transfer dana tidak tunduk pada prinsip
zero hour rule dan hal ini sejalan dengan prinsip finality of pavment/finality
settlement. Akibat dari dinyatakannya putusan pailil terhadap status dana transfer
dana masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu
disarankan kepada Bank Indonesia untuk membuat undang-undang transfer dana

vang memuat akibat kepailitan tersebut.
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BAB 1
PENDAHULUAN

é{% L 0T PERPUSTARAAN

UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang

Pengertian secara sederhana, suatu transfer dana (funds transfers) diartikan I
sebagai perpindahan dana antara pengirim dan penerima dalam bentuk transfer
kredit maupun transfer debit yang dilakukan secara clektronik maupun non
elektronik. Istilah transfer dana tersebut telah dikenal secara luas dan telah

dipraktikan oleh masyarakat dalam kurun waktu vang lama dan merupakan bagian

dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dari praktik daripada
transfer dana yang telah sedemikian pesat berkembang dan dilakukan masyarakat |
melalui berbagai lembaga baik bank maupun lembaga bukan bank, seperti kantor l
pos dan jasa titipan kilat, baik yang dilakukan secara elektronik maupun vang
masih didasarkan atas warkat berbasis kertas, bahkan penyelenggaraan transfer I!
dana telah bersifat lintas negara (cross border) yang melibatkan berbagai mata ‘
uang dalam jumiah nominal dan volume yang besar serta bersifat kompleks.
Wujud pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga ‘
kelancaran sistem pembayaran yang sesuai dengan pasal 8 huruf b Undang-
undang no 23 tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undang-undang no 3
tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia antara lain mempunyai
kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan jasa
transfer dana serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, Dalam
rangka penyediaan jasa transfer dana tersebut Bank Indonesia mempunyai
tanggung jawab untuk mewujudkan sistem transfer dana yang efisien. cepat dan
aman dimana dapat mengurangi resiko vang timbul dari kegiatan transaksi
transfer dana tersebut, Selain ity untuk mendukung terciptanya sistem perbankan
yang schat, Bank Indonesia berkewajiban menjamin  kelancaran sistem
pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia sccara terus menerus melakukan
pengembangan  sistem pembayaran nasional (SPN) vang komprehensif,
terintegrasi, terkelola secara efektif, efisien, aman, dan andal serta rendah resiko.

Selain memenuhi  kebutuhan berskala nasional, sistem pembayaran yang
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dilaksanakan Bank Indonesia dituntut agar terintegrasi dengan sistem pembayaran
negara lain, terutama untuk menurunkan resiko seftlement antar mata uang. Salah
satu sistem yang dikembangkan oleh Bank Indonesia adalah Real Time Gross
Sertlement Svstem (RTGS).

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement(BI-RTGS) sebelum
diimplementasikan. transfer dana antar bank di Indonesia memiliki resiko yang
cukup tinggi terutama bagi Bank Indonesia. Hal ini tercermin dari semakin
meningkatnya beban pembayaran yang dipikul oleh Bank Indonesia sebagai
penyedia jasa penyelesaian akhir (final settfement). Tingginya resiko pembayaran
yang dihadapi oleh Bank Indonesia disebabkan oleh pembayaran-pembayaran
antar bank seluruhnya dilakukan melalui sistem metting multilateral dengan
seitlement pada akhir hari. Sistem transfer dana antar bank yang dapat
menyelesaikan transaksi pembayaran scketika (real fime) pada saat itu belum
tersedia, dimana hal tersebut pada akhimya menyebabkan penyelesaian transaksi
pembayaran mengalami penundaan sehingga menciptakan tingginva float (dana
yang belum efektif diterima) dalam sistem pembayaran nasional karena tidak ada
pemisahan antara tansaksi pembayaran yang bernilai besar dengan vang bernilai
kecil melalui kliring. Hal ini berarti penyelesaian transaksi bernilai besar dengan
tingkat resiko yang lebih tinggi tidak memiliki prioritas dibandingkan dengan
transaksi yang bemilai kecil. Sebagai akibatnya, sistem pembayaran menjadi
kurang efisicn dan resiko yang harus ditanggung oleh Bank Indonesia juga akan
lebih besar bila terjadi kegagalan transaksi pembayaran.( Bank Indonesia, 2002:1)

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement merupakan sistem
transfer dana vang menggantikan Net Settlement System (NSS) dimana
mekanisme penyelesaian transaksi antar bank baik yang bersifat retail transaction
(transaksi yang bernilai kecil) maupun large value transaction (transaksi yang
bernilai besar) yang dilakukan dengan sistem kliring (hel settlement), dapat juga
menimbulkan resiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami kekalahan
Kliring dalam jumlah yang cukup besar. Apabila jumlah kekalahan ini melampaui
saldo rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut akan menjadi
negatif (overdrafi) yang akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut

tidak mampu menutup overdraft keesokan harinya. Sistem Bank Indonesia Real
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lime Gross Settlement menggunakan metode gross settlement dimana setiap
transaksi diperhitungkan secara individual dan dijalankan hanya apabila saldo
rekening bank di Bl mencukupi. Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak
mencukupi, transaksi akan ditempatkan dalam antrian (guewe) sistem Bank
Indonesia Real Time Gross Settlemernt (BI-RTGS). Transaksi ini baru akan
dilaksanakan apabila bank mendapatkan dana yang masuk/transfer masuk dari
bank lain.

Pada sistem gross settlement dapat terjadi intraday gap antara outgoing
Iransaction dengan incoming rransaction, untuk mengatasi intraday gap ini sistem
RTGS memerlukan adanya FLI (Fasilitas Likuiditas Intrahari). FLI bersifat Jully
secured (sangat aman) karena bank peserta harus menjaminkan SBI {Sertifikat
Bank Indonesia) dan atau obligasi pemerintah yang nilainya sekurang-kurangnya
sebesar nilai FLI sebagai kolateral. Penggunaan FLI dilakukan secara otomatis
pada saal rekening giro tidak mencukupi, pada saat bank menerima incoming
transfer maka secara otomatis akan mengurangi saldo FL1. Bank vang tidak
mampu mengembalikan dana pinjaman tersebut tepat waktu maka FLI akan
berubah menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Jika saldo giro tidak
Juga mencukupi untuk pelunasan FPJP maka pelunasan dilakukan dengan
mengeksekusi agunan.(Bank Indonesia, 2004:3)

Sistem Bank Indonesia Real 7Time Gross Settlement (BI-RTGS)
diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap
tersedianya mekanisme pembayaran yang sangal cepat yang dibutuhkan oleh
traksaksi yang mensyaratkan Delivery Versus Payvment (ada barang ada uang), hal
i sangat penting untuk menurunkan resiko dalam pasar-pasar sekuritas tersebut,
Implementasi sistem BI-RTGS dilakukan secara bertahap, dimana tahap pertama,
Bank Indonesia mewajibkan bank - bank yang beroperasi di Jakarta untuk
menjadi peserta sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).
Tahap berikutnya. sistem ini akan diimplementasikan di semua wilavah Kantor
Bank Indonesia (KBI). Hingga saat ini, sistem Bank Indonesia Real Time Gross
Settlement (BI-RTGS) telah diterapkan di 22 (dua puluh dua) kantor Bank
Indonesia dengan jumlah peserta langsung sebanyak 136 bank dan jumlah ini akan
terus bertambah. (hitp//www.google.com, 2006:1)
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Guna memastikan bahwa sistem Bank Indonesia Real Time Gross
Sertlement (BI-RT(GS) dapat beroperasi dengan aman, Bank Indonesia telah
meminta independent IT auditor untuk mengaudit seluruh aplikasi maupun
nerwork (jaringan) yang digunakan dalam sistem Bank Indonesia Real Time Gross
Settlemeny. Dalam menguji kehandalan sistem tersebut, independent IT auditor
tersebut telah pula melakukan penmerration fest (uji coba) untuk mengkaji
kemungkinan adanya celah vang mungkin dapat dimantaatkan oleh para hacker
untuk menembus pertahanan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.
Secara berkala IT audit akan tetap dilaksanakan agar sistem Bank Indonesia Real
Time Gross Setilemeni tetap aman. Bank Indonesia sebagai host (pemandu)
sistem BI-RTGS telah menyiapkan Disaster Recovery Plan (rencana untuk
menanggulangi apabila terjadi gangguan pada RTGS central computer atau mesin
digunakan untuk pengoprasian sistem BI- RTGS) dan Disaster Recovery Centre
(pusat penggulangan dalam terjadi permasalahan pengoprasian RCC) untuk
meyakinkan bahwa sistem pembavaran di Indonesia telah didukung oleh
infrastruktur yang handal. Bank peserta juga dianjurkan agar memiliki backup
system yang memadai dan secara berkala seluruh peserta BI-RTGS juga
diwajibkan untuk menguji coba backup system dan Disaster Recovery Plan untuk
memastikan bahwa segala sesuatunya senantiasa berjalan dengan baik.
{http//www.google.com, 2006:1)

Otoritas moneter yang berada pada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
dan lender of the flast resort (allernatif terakhir), dimana Bank Indonesia
mempunyal wewenang mengeluarkan alat pembayaran vang sah, merumuskan
dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran serta mengawasi perbankan, Salah satu fungsi pokok daripada sistem
moneter ini adalah menyelenggarakan lalulintas pembayaran yang efisien, dan
sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement ini merupakan upava dari
Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas sistem pembayaran dengan
mengurangi resiko dalam sistem pembayaran. Tidak hanya peningkatan kualitas
sistem pembayaran bagi Bank Indonesia sebagai pemilik otoritas moneter namun
dengan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Sentlement(BI-RTGS) bank

peserta BI-RTGS juga dituntut untuk menjaga likuiditasnya secara bijaksana dan
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professional sehingga dalam pelaksanaan transfer dana tidak terjadi overdrafi '
(saldo bank menjadi negatif). Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
(BI-RTGS) merupakan salah satu keberhasilan Bank Indonesia dalam sistem
pembayaran karena sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Bl-
RTGS) yang diimplementasikan pada 17 November 2000 adalah sistem transfer
dana antar bank yang paling canggih dimana Indonesia adalah Negara kedelapan i
vang menggunakan RTGS setelah Hongkong, Thailand, Singapura. Australia, |
New Zeland, Korea dan Malaysia.(http//www._google.com, 2006:3) I
Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement ini memiliki
beberapa permasalahan dalam pelaksanaanya yang tentu dikaitkan dengan belum ‘
adanya Undang-undang mengenai transfer dana di Indonesia. Berdasarkan latar ‘
belakang tersebut diatas. maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian
yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “KAJIAN HUKUM |
TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME ||
GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)” vang selanjutnya dapat disebut scbagai .'
sistem BI-RTGS, ‘
|
\

1.2 Rumusan Masalah

|. Bagaimana tanggung jawab bank peserta Bank Indonesia-Rea! Time
Crross Settlement (BI-RTGS) dalam hal terjadi kegagalan pembayaran?

2. Bagaimana bentuk alat bukti dan kekuatan pembuktian pada sistem
Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) vang
merupakan transfer dana elektronik?

3. Bagaimana kepastian hukum transfer dana dalam hal bank peserta
sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Sertlement (BI-RTGS) dijatuhi
pailit?

1.3  Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan vang

telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana
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2. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan vang telah diperoleh
selama kuliah serta menambah wawasan dalam membuat suatu karya
tulis.

3. Untuk menyumbangkan dan mengembangkan pemikiran yang berguna
bagi kalangan umum dan bagi Fakultas Hukum Universitas Jember

1.3.2 Tujuan Khusus

I. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab bank peserta Bank
Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dalam hal terjadi
kegagalan pembayaran.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk alat bukti dan kekuatan
pembuktian pada sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
(BI-RTGS) yang merupakan transfer dana elektronik.

3. Untuk mengkaji dan menganalisa kepastian hukum transfer dana
dalam hal bank peserta Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
(BI-RTGS) dijatuhi pailit.

1.4  Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini akan dipergunakan metode-metode tertentu
dengan maksud agar penulisan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan untuk
suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan juga bermaksud memberikan pengertian
vang jelas dan sistematik dari uraian skripsi ini. Adapun metode penulisan yang
digunakan adalah sebagai berikut:
1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini  adalah dengan
menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan
masalah konseptual (conceptual approach) dimana pendekatan undang-undang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian
antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain vang akhimya dapat
menjadikan suatu argumen dalam memecahkan permasalahan hukum yung sedang
dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:90)
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memecahkannya bukan digunakan pendekatan perundang-undangan, melainkan
pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak
beranjak dari aturan hukum yang ada dan hal ini dilakukan karena memang belum
ada suatu peraturan hukum untuk masalah yang sedang diteliti.

( Peter Mahmud Marzuki, 2005:137)

1.42 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitan adalah subyek darimana bahan
hukum dapat diperoleh yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang
ada, di dalam penulisan skripsi ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum.
1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan
perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 10 tahun
2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, oleh
karenanya yang bisa dijadikan bahan hukum primer berupa legislasi dan regulasi,
(Peter Mahmud Marzuki, 2005:144)

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu
Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan
Undang-undang no 10 tahun 1998, Undang-undang no 23 tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2004 tentang Bank
Indonesia, Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan, Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Pemerintah no 25 tahun
1999 tentang Pencabutan lzin Usaha, Pembubaran dan Likuvidasi Bank, Peraturan
Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI /2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bank Indonesia nomor 6/13/PB1/2004 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time
Gross Settlement, Bye Laws BI-RTGS Juli 2004,
1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis

dan disertasi hukum dan jumal-jurnal hukum, dimana bahan hukum sekunder ini
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memberikan petunjuk bagi peneliti dalam melakukan penelitian yang tentunya
bahan hukum sekunder ini mempunyai relevansi terhadap masalah yang diangkat
seperti dalam tulisan ini bahan hukum sekunder berupa naskah akademik
rancangan undang- undang transfer dana dan rancangan undang-undang transfer
dana. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:155)
1.4.2.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum juga diperlukan untuk mendukung tulisan ini
karena,dalam penelitian ini terkait dengan suatu pemahaman tertentu mengenai
alat bukti elektronik namun bahan non hukum disini tidak menjadi dominan
sehingga menghilangkan arti penelitian hukum.
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan bagaimana cara pengumpulan
bahan hukum. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan yang
sesual dengan pemasalahan yang diangkat dan penclusuran buku-buku hukum
(treatises) karena dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah
perundang-undangan dan pendekatan masalah konseptual (statute approach and
conceptual approach) . Bahan hukum primer merupakan langkah awal yang perlu
dicari yang kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder dan bahan non
hukum yang mempunyai relevansi dengan topik vang diangkat (Peter Mahmud
Marzuki, 2005:143)
1.44 Analisa Bahan Hokum

Bahan-bahan yang terkumpul sclanjutnva diclah dan dianalisis secara
deskriptif teoritis yakni dengan cara mensistematikan, menenelaah peraturan
perundang-undangan yang ada dan menganalisisnya guna menarik kesimpulan
yang berpangkal tolak pada peraturan perundang-undangan serta mengkaitkannya
dengan pendapat ahli hukum serta bahan non hukum lainnya yang berkaitan
dengan permasalahan transfer dana melalui sistem BI-RTGS.
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BAB 2 @ il UPT PERRUSTARAAN

TINJAUAN PUSTAKA UINIVERSITAS JEMBER

2.1 Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral yang didirikan pada tanggal 1 juli
1953, dimana pembentukannya bardasarkan Undang-undang nomor 11 tahun
1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Bank Indonesia lahir sebagai akibat dari
suatu proses nasionalisasi “De Javasche Bank NV”sebuah bank Belanda yaitu
bank pada zaman Belanda yang diberikan tugas serta wewenang dari pemerintah
yang berkuasa pada masa tersebut sebagai bank sirkulasi Hindia-Belanda, dan
kemudian berdasarkan keputusan Konfrensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949
ditunjuk lagi menjadi bank sentral (M.Dawam Rahardjo, dkk dalam Usman,
2003:24)

Setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-undang nomor 2 Prp.
Tahun 1946 maka dibentuklah sebuah bank sirkulasi atau bank sentral yang diberi
nama Bank Negara Indonesia, namun hasil dari Konfrensi Meja Bundar justru
menunjuk bahwa Bank Negara Indonesia sebagai bank pembangunan dan De
Javasche Bank NV ditunjuk sebagai bank sentral, Keputusan dari Konfrensi Meja
Bundar ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara, De Javasche Bank
NV ini merupakan bank sentral karena dianggap Indonesia masih berhutang
kepada Belanda. Bank sentral terscbut merupakan alat campur tangan Belanda
dalam perekonomian Indonesia walaupun Indonesia telah dinyatakan merdeka
secara politik, tapi tidak secara ekonomi. Ttulah antara lain sebab vang mendorong
pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank NV dengan
segera. Pada waktu itu nasionalisasi memang sudah merupakan kecenderungan
umum kebijakan pemerintah Indonesia (M.Dawam Rahardjo. dkk dalam Usman,
2003:25).

Kehendak untuk menasionalisasikan De Javasche Bank NV disampaikan
oleh Perdana Mentri Sukiman Wirjosodjdjo pada 28 Mei 1951 kepada Parlemen
(Dewan Perwakilan Rakyat), karenanya dibentuk Panitia Nasionalisasi De

Javasche Bank NV oleh pemerintah dengan tugas mengajukan usul nasionalisasi
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kepada pemerintah yang sekaligus menyusun Rancangan Undang-undang
Nasionalisasi De Javasche Bank NV serta menyusun Rancangan Undang-undang
Bank Indonesia. Nasionalisasi De Javasche Bank NV disahkan melalui undang-
undang nomor 24 tahun1951 tanggal |5 desember 1951, sedangkan pembentukan
Bank Indonesia selaku bank sentral (sirkulasi) baru dilakukan pada tanggal 11 Juli
1953 berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 1953 tentang pokok Bank
Indonesia. Sebagai langkah perbaikan ekonomi rakyat maka diadakan peninjauan
kembali segala kebijakan perekonomian. keuangan dan pembangunan. Hal ini
berkaitan dengan pasal 55 Ketetapan MPRS nomor XXII/MPRS/1966
menyatakan bahwa dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya
dan pengawasan serta penychatan tata perbankan Khususnya, maka segera harus
ditetapkan Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Bank Sentral.
Sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 23 UUD 1945 maka bank sentral Indonesia
diberi nama Bank Indonesia, oleh karena itu pada Undang-undang nomor 13
tahun 1968 tentang Pendirian Bank sentral,pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa
dengan nama Bank Indonesia didirikan suatu Bank sentral di Indonesia.

Kedudukan Bank Indonesia menurut Undang-undang nomor 13 tahun
1968 adalah sebagai lembaga negara vang bertugas membantu presiden dalam
rangka melaksanakan kebijakan moneter, namun seiring dengan berjalannya
waktu membuktikan bahwa kedudukan Bank Indonesia yang demikian sangat
mempengaruhi kinerja Bank Indonesia. Kemudian sesuai dengan TAP MPR
Nomor X/MPR/1998 mengamanatkan yang diantaranya adalah Bank Indonesia
sebagai otoritas moneter diharuskan membangun sistem kelembagaan vang kuat
dan independent dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. hal ini berarti
bahwa Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan wewenangnya scbagai otoritas
moneter harus terlepas dari intervensi dari pemerintah berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah Undang-undang nomor 23 tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang
Bank Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 4
yakni:

I. “Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
2. Bank Indonesia adalah lembaga negara vang independent dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnyabebas dari campur tangan
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pemerintah dan/atau pihak-pihak lain.kecuali untuk hal-hal yang secara
tegas diatur dalam undang-undang ini.
3. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.”

Maksud daripada Bank Sentral dalam penjelasan pasal 4 tersebut adalah lembaga
negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang
sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,mengatur dan mengawasi
perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank Sentral
vang dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah dan tidak melakukan intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank pada
umumnya. Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugas bank
sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu, dan di
Indonesia sesuai dengan pasal 23 D Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 hanya ada satu bank sentral yakni Bank Indonesia.

(Rachmadi Usman. 2003:29-30)

2.2 Pengertian Bank Umum

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam undang-
unadang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang nomor 10 tahun 1998.

Menurut Black’s Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai an institution,
usually incepted, whose business to receive money on deposit, cash, checks or
drafi, discount commercial paper, make loans, and issue promissory nofes
pavable to bearer known as bank notes (bank adalah institusi vang pada umumnya
melaksanakan bisnis untuk menerima uang atau dana dalam bentuk deposito, uang
tunai, cek, atau wesel, surat berharga berdiskonto, memberikan pinjaman dan
menerbitkan sural sanggup yang dapat dibavarkan kepada pembawa vang dikenal
sebagai uang kertas).(Bank Indonesia, 2002:3)

Berkaitan dengan pengertian bank, pasal | butir 2 Undang-undang nomor
7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana teclah diubah dengan Undang-
undang no 10 tahun 1998 merumuskan bahwa bank adalah badan usaha vang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
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kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mengenai jenis-jenis bank dilihat
dari ketentuan pasal 5 ayat | Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dikenal dua
Jenis bank di Indonesia yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dimana
kegiatan usaha Bank L/mum dan Bank Perkreditan rakyat tersebut dapat dilakukan
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat
mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan
perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan
“mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu™ adalah antara lain
melaksanakan  kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk
mengembangkan koperasi, pengembangan usaha ekonomi lemah/pengusaha kecil,
pengembangan non migas dan pengembangan pembangunan
perumahan.(Hermansyah, 2005:20)

Menurut ketentuan pasal 6 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang
perbankan sebagimana telah diubah dengan Undang-undang no, 10 tahun 1998
kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank umum adalah sebagai berikut:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito. tabungan dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. memberikan kredit

menerbitkan surat pengakuan hutang.

membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

I. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank
yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan
dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.

2. sural pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud.
kerlas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
Sertifikat Bank Indonesia
obligasi
surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun.
instrument surat berharga lain vang berjangka waktu sampai
dengan | (satu) tahun.

e o

Nk W
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memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabahnya.

menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan
dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan lain berdasarkan
suatu kontrak.

melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan
wali amanat.

melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
menyediakan pembiayaan dana dan atau melakukan kegiatan lain
berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan Ketentuan vang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

. melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.(Hermansyah, 2005:21-22)

Selain kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud di atas menurut pasal 7

Undang-undang Perbankan ditentukan bahwa Bank Umum dapat juga melakukan

kegiatan usaha sebagai berikut:

2

melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi
ketetapan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain

di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,
perusahaan efek, asuransi scrta lembaga kliring penyelesaian dan
penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya,
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana
pensiun yang berlaku. (Hermansyah, 2005:22)

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Bank Umum

dapat melakukan berbagai macam bentuk kegiatan usaha sesuai dengan pengertian

dari bank umum sebagai penyedia jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tidak hanya

berbagai macam kegiatan usaha dari Bank Umum tersebut, namun dalam pasal 10
Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan scbagaiman telah diubah
dengan Undang-undang no. 10 tahun 1998, menyebutkan mengenai kegiatan

uszha yang dilarang dilakukan oleh Bank Umum yakni:
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a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 huruf b dan huruf'c.
b. melakukan usaha perasuransian.

¢. melakukan usaha lain di lvar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 dan pasal 7. (Hermansyah, 2005:21-23)

2.3 Pengertian Sistem Pembayaran
Sebagai langkah awal sebenarnya ada beberapa definisi mengenai sistem
pembayaran (Bank Indonesia, 2004:7) yakni sebagai berikut :
Menurut Louise Rosman, FedRes yang dimaksud dengan sistem pembayaran
vakni ;
“in ity simplest terms the payment system is a set of ontractual
arrangements and operating facilities used to transfer value typicafly to
discharge obligation" (secara sederhana sistem pembayaran adalah suatu

hubungan kontraktual dan fasilitas operasional yang digunakan untuk
perpindahan nilai uang khususnya untuk kewajiban).

Menurut Bank for International Setttement ;

A payment system consist of a set of instrument, banking procedures and

typically interbank funds transfer system that ensure the circulation of

money ".(sistem pembayaraan terdiri dari satu set komponen. prosedur
perbankan dan khususnya sistem transfer dana  antar bank untuk
memastikan perpindahan atau perputaran uang ).

Menurut National System Blue Print, Bank Indonesia :

“d Payment System is a set of contractual arrangements, operating
Jacilities and techmical mechanism used for presentation, authentication,
and acceptance of pavment orders, and discharge of the resultant
financial obligation through the exchange of value between individuals,
banks and other entities domestically and crossborder " (sistem
pembayaran merupakan suatu hubungan kontraktual.fasilitas operasional
dari mekanisme tekhnis yang digunakan untuk memaparkan keaslian dan
penerimaan atas perintah pembayaran dan pemenuhan kewajiban
keuangan melalui perpindahan nilai uvang antara perorangan bank.dan
lembaga domestik lainnya dari antar negara).

Menurut International Monetery Found (1992 adalah “A set of rules
governing the clearing and settlement of payment"(seperangkat peraturan yang
mengatur tentang kliring dan penyelesaian pembayaran). Dari beberapa definisi
tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sistem pembayaran tersebut
adalah™Serangkaian sub-sistem atau sub komponen vang secara bersama-sama

membentuk suatu kesatuan yang diperlukan dalam perpindahan nilai uang
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(transfer of value) dari satu pihak ke pihak lainnya™. Para pihak disini bisa berupa
perorangan. perusahaan, bank dan sebagainya. (Bank Indonesia, 2002:2)

Perpindahan dana dalam berbagai pengertian sistem pembavaran tersebut
bisa dilakukan dalam bentuk yang sederhana yang hanya melibatkan dua
pihak/individu secara langsung, seperti misalnya pada transaksi jual beli antara
penjual dan pembeli yang dilakukan secara tunai. Semakin besar nilai transaksi,
penggunaan uvang tunai dirasa semakin tidak efisien, sehingga orang beralih ke
alat pembayaran non-tunai. Penggunaan alat pembayaran non-tunai ini melibatkan
lembaga perantara tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang
menyerahkan ke pihak penerima. Jika kedua pihak yang terlibat merupakan
nasabah pada bank yang sama, maka proses perpindahan dana lebih sederhana,
dimana bank tersebut cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening
vang satu ke rekening lainnya. Namun tidak demikian halnya jika kedua pihak
merupakan nasabah bank pada bank yang berbeda. Untuk ini diperlukan suatu
lembaga lain vang dikenal dengan lembaga kliring.

Saat ini perpindahan dana tidak hanya melibatkan dua bank pada satu
negara, namun juga antar negara, Untuk itu semakin banvak aspek vang perlu
diperhatikan untuk lancamya perpindahan tersebut, seperti alat pembayaran yang
digunakan, lembaga yang terlibat, cara pengiriman, risiko kegagalan pembayaran
oleh salah satu pihak, aspek hukum jika terjadi penyimpangan dan lain sebagainya
yang perlu diperhatikan. Disinilah sistem pembayaran memegang peranan penting
dalam mengatur berbagai aspek tersebut untuk terciptanya sistem pembayaran

yang aman efisien dan handal.

2.4  Pengertian Transfer Dana

Tansfer dana (funds fransfers) diartikan sebagai perpindahan dana antara
pengirim dan penerima dalam bentuk transfer kredit atau transfer debit yang
dilakukan secara clektronik maupun non elektronik. Pengertian tentang transfer
dana tersebut dapat pula diartikan sebagai:

rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal untuk

memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam
perintah transfer dana, baik berupa pemindahan dana dalam rangka
transfer kredit maupun transfer kredit. (RUU Transfer Dana, 2004:4)
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Dana dalam transfer dana ini adalah dapat berupa;

a, uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada bank penerima

b. uang yang tersimpan dalam rekening bank pengitim pada bank
penerima

¢. uang vang tersimpan dalam rekening bank penerima pada bank
penerima lainnya.

d. uang yang tersimpan dalam rekening bank penerima pada bank
penerima akhir.

€. uang yang tersimpan dalam rekening bank penerima vang dialokasikan
untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening pada
bank tersebut.

f. fasilitas cerukan atau fasilitas kredit yang diberikan kepada bank
pengirim. (RULU Transfer Dana, 2004:4-5)

Pengirim dalam kegiatan transfer dana adalah pengirim asal, bank
pengirim asal dan semua bank penerus yang menerbitkan perintah transfer kredit,
sedangkan yang dimaksud sebagai bank pengirim adalah bank yang menerima
perintah transfer kredit dari pengirim asal untuk membayarkan atau
memerintahkan kepada bank lain untuk membayar, sejumlah dana tertentu kepada
penerima atau bank penerus yang mengirimkan perintah transfer kredit. (Bank
Indonesia, 2004:12)

Di Indonesia pengaturan mengenai transfer dana belum diatur secara
khusus, lain halnya dengan pengaturan transfer dana di beberapa negara seperti
misalnya Singapura, lTongKong. Australia, Korea, Thailand, Amerika, Jerman
dan masih banyak negara-negara lain yang telah memiliki pengaturan khususnya
transfer dana secara elektronik. Dengan memperhatikan praktik pengaturan
transfer dana di beberapa negara tersebut di atas, upaya untuk memenuhi
kebutuhan pengaturan tentang transfer dana dalam sistem pembayaran nasional
suatu negara tidak selalu ditempuh dengan cara memiliki undang-undang
tersendiri. Di Korea sebagai contoh, beberapa area pengaturan tentang sistem
pembayaran dan penyelesaiannya telah diatur dalam sejumlah undang-undang
yang terpisah, namun demikian Undang-undang tentang bank sentralnva telah
mengalami amandemen sampai dengan enam kali pada tahun 1997 untuk

memberikan basis hukum yang kuat kepada bank sentral tersebut dalam mengatur

dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasionalnya.(Naskah Akademik RUU
Transfer Dana, 2004:9)
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Pengaturan transfer dana secara elektronik yang telah meninggalkan
metode pembayaran berbasis warkal serta hanya mengatur maieri transfer kredit
telah diberikan model pengaturannya (mode! law) secara internasional oleh
UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) pada
tahun 1992 dengan diterbitkannya UNCITRAL Model Law on International Credir
Transfers. Sebagai model law, ketentuan tersebut tidak bersifat perintah yang
wajib diikuti oleh seluruh negara anggota PBB, tetapi merupakan model vang
dijadikan acuan dalam perumusan ketentuan tentang transfer dana di suatu negara.
Salah satu pertimbangan pengenalan model law on international credit transfer
(model pengaturan internasional mengenai transfer kredit) tersebut, sebagaimana
dalam penjelasan resmi sekretariat UNCITRAL,

adalah sebagai upaya untuk menyeragamkan pengaturan transfer kredit
secara internasional sehubungan dengan telah berkembang pesatnya
metode  pelaksanaan transfer dana secara elektronik  dan telah
meningkatnya secara pesal penggunaan transfer kredit dibandingkan
transfer debit. Disamping itu, sebelum diterbitkannyva mode! law on
international credit transfer, UNCITRAL juga menerbitkan Legal Guide
on Electronic Funds Transfer yang dapat digunakan oleh negara anggota
UNCITRAL sebagai pedoman pengaturan tentang transfer dana yang
dilakukan secara elektronik.(Naskah Akademik RUU Transfer Dana,

2004:9-10)

Di Indonesia beberapa pengaturan yang terkait dengan transfer dana tidak
diatur dalam bentuk Undang-undang tetapi dalam bentuk peraturan vang lebih
rendah dari undang-undang, contohnya seperti sejumlah ketentuan yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI)
yakni PB1 No. 1/3/PBI/1999 tgl 13 Agustus 1999 jo. PBI No. 2/4/PBI/2000
tanggal 11 Februari 2000 jo. PBI No. 2/14/PB1/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang
Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran
Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal sedangkan mengenai RTGS diatur dalam
PBI no 6/8/PBI/2004 yang telah diubah dengan PBI no6/13/PB1/2004 tentang
Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan peraturan pelaksanaannya
dalam bentuk Surat Edaran (SE). Sementara itu dalam bentuk Undang-undang
yang terkait secara tidak langsung dengan transfer dana adalah Undang-undang
tentang Kepailitan, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-
undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Beberapa RUU lainnya vang terkait
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dengan pengaturan transfer dana antara lain adalah RUU tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik serta RUU Pos. Dengan demikian belum dapat ditempuh
perbandingan antara model pengaturan suatu negara dengan model undang-
undang vang akan disusun untuk Indonesia dengan kata lain, dipandang perlu
untuk memilih model pengaturan vang spesifik untuk masalah pengaturan transfer
dana di Indonesia. Dalam pengertian tersebut tampak lebih ideal jika pengaturan
transfer dana mencakup pula transter kredit dan transfer debit serta tidak
membedakan pelaksanaannya secara clektronik atau berbasis kertas/warkat.
(MNaskah Akademik RUU Transfer Dana, 2004:9-10})

2.5  Jenis-Jenis Transfer Dana
2.5.1 Transfer kredit dan transfer debit

Penjelasan mengenai pengertian transfer kredit dan transfer debit, sangat
signifikan untuk dilakukan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran atas
kedua pengertian tersebut. Pembedaan klasifikasi transfer kredit dan transfer debit
sebagaimana kelaziman dalam praktik di beberapa negara adalah dilihat dan pihak
yang memberikan perintah transfer dana, yakni dari pihak yang meminta transfer
atau pihak yang menerima transfer dana. Jika Perintah Transfer Dana diberikan
oleh pihak yang melakukan pembayaran, maka kegiatan transfer dana tersebut
biasa dikenal dengan transfer kredit fcredir transfer), sedangkan jika diberikan
oleh pihak yang menerima pembayaran dikenal dengan transfer debit (debif
transfer). Pembedaan tersebut juga dapat dilakukan dengan cara lain yakni
transfer kredit dan transfer debit dapat dilihat dari sisi pembayaran atau
pengirimannya (pavment leg/transfer leg) dan dari sisi tagihannya (claim leg).
Dalam transfer debit, claim leg diilustrasikan sebagai permintaan dari penerima
{transferee) kepada bank penerima untuk menagihkan dana dari warkat debit (cek.
bilyet giro dan nota debit) kepada pembayar (transferor) melalui bank pembayar.
Dalam claim leg ini cek atau bilyet giro tersebut berlaku pula sebagai perintah
transfer dana, jika atas tagihan warkat debit tersebut tersedia dana pembayar pada
bank pembayar, maka proses selanjutnya adalah kewajiban bank pembayar
mengirimkan dananya kepada penerima melalui bank penerima. Proses transfer

debit relatif memerlukan waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan
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transfer kredit, karena dalam transfer kredit tidak dikenal claim Jeg. (Naskah
Akademik RUL! Transfer Dana, 2004:25)
Menurut UNCITRAL Legal Guide Electronic Fund Transfer pada

prinsipnya vang dimaksud dengan credit fransfer (transfer kredit) vakni

transfer kredit sering digambarkan sebagai dana dimana di-"push’ dari

pembayar kepada penerima. (4 credit transfer is often described as one in
which the funds ave pushed from the transferor to the transferee).

Transferor adalah nasabah dari the fransferor bank yakni bank yang

mendebit rekening pembayar, transferee adalah nasabah dari the

transferee hank yakni bank vang mengkredit rekening penerima. (Naskah

Akademik RUU Transfer Dana, 2004:26)

Keduanya, pembayar dan penerima sama-sama memelihara rekening di bank,
sehingga pembayar dapat memerintahkan banknya untuk mendebit rekeningnya
dan mengkredit vakni rekening pencrima dikredit pada bank yang sama atau di
bank yang berbeda. Pembayar dan penerima tidak dipersyaratkan harus
mempunyai rekening karena adanya kemungkinan menyetor atau menerima
secara tunai. Setelah menerima perintah pembayar, bank pembayar umumnya
mengotentikasi perintah tersebut dan mengecek saldo rekening pembayar sebelum
melaksanakan perintah transfer dana ke rekening penerima.

Transfer debit sering digambarkan sebagai dana dimana di-‘pull” dari
pembayar kepada penerima (Debit transfer is ofien describe as one in which the
Sunds are pulled from the transferor to the rransferee). Dalam transfer debit.
penerima memerintahkan banknya untuk mengambil sejumlah uang tertentu dari
pembayar. (Naskah Akademik RUU Transfer Dana, 2004:26)

Perintah dari penerima dapat disertai dengan instruksi transfer debit yang
ditandatangani olech pembayar (seperti cek, promissory note vang dapat dicairkan
di bank pembayar), yang menunjukkan bank pembayar menstranfer sejumlah dana
ke rekening penerima dan mendebit rekening pembayar. Untuk kepentingan
mendesak, penerima dapat menerima pula dana dalam bentuk tunai dengan
mengunjukkan perintah transfer debit di bank penerima. Dengan cara lain.
penerima juga dapat melampirkan bifl of exhange vang telah ia tarik sendiri atas
nama pembayar atau banknya untuk membayar sejumlah dana vang telah
diperjanjikan. Biasanyva penarikan bill of exhange lersebul telah diotorisasi
sebelumnya oleh pembayar. Sejumlah batasan pengertian khusus mengenai

transfer debit antara lain:
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Perintah Transfer Debit, yaitu perintah tidak bersyarat dari
sender(pengirim) kepada receiving bank (bank penerima) untuk
menagih sejumlah dana tertentu untuk dibavarkan kepada transferee
fpenerimaj;

Pengirim Transfer Debit (sender), yang terdiri dari transferee,
transferee’s bank dan semua imtermediary bank yang menerbitkan
perintah transfer debit;

. Pengirim Asal Transfer Debit atau Penerima Dana Transfer Debit

(transferee), yaitu pihak yang pertama kali menyerahkan perintah
transfer debit kepada fransferee’'s bank vang sekaligus merupakan
pihak yang berhak menerima dana; Pihak Pembayar Transfer Debit
(transferor) adalah pihak vang mempunyai kewajiban untuk
membavar sejumlah dana tertentu kepada fransferee  melalui
transferor’s bank;

Bank Pengirim Asal Transfer Debit atau Bank Penerima Dana Transfer
Debit (transferee’s bank) adalah Bank yang menerima Perintah
Transfer Debit dari rramsferee atau pihak yang menerbitkan Perintah
Transfer Debit untuk kepentingannya sendiri, untuk kemudian
memerintahkan rransferor’s Bank untuk membayar sejumlah dana
tertentu kepada transferee s Bank untuk dibayarkan kepada fransferee;
Bank Pengirim Transfer Debit (sending bank) adalah transferee ‘s bank
dan atau imtermediary bank vang mengirimkan Perintah Transfer
Debit;

Bank Penerima Transfer Debit (receiving bank) adalah transferee's
bank, intermediary bank, dan atau transferor’s bank yang menerima
Perintah Transfer Debit. termasuk bank sentral dan bank lainnya yang
menyelenggarakan  kegiatan  penyelesaian  akhir  (settlement)
pembayaran antar Bank;

Bank Penerus Transfer Debit (intermediary bank) adalah receiving
bank selain transferee’'s bank, yang meneruskan Perintah Transfer
Debit,

Bank pembayar Transfer Debit (transferor’s bank) adalah Bank yang
melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada
transferee s bank; dan Penerima Transfer Debit (/ransferee) adalah
pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Debit untuk menerima
dana hasil transfer dan atau pihak yang menerima dana hasil
transfer.(Naskah Akademik RUU Transfer Dana, 2004:7-8)

Transfer dana elekironik dan transfer dana non elektonik

Pembeda dalam pengertian pelaksanaan transfer dana secara elektronik

dan non-clektronik adalah dari media yang digunakan untuk menstransmisikan

perintah transfer dana antara Pengirim dan Penerima. Hal tersebut dapat

disimpulkan dari pengertian perintah transfer dana scbagaimana dianut dalam
{Bank Indonesia, 2004:4) :

e —
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Article 4A, UCC, USA yang mengartikan “pavment order means an

instruction of a sender to a vreceiving bank, itransmitted orally,

electronically, or in writing, to pay, or to cause another hank to pay. a

fixed or determinahle amount of money to beneficiary if ...". (transfer

adalah instruksi dari pengirim kepada bank penerimabaik secara
lisan.elektronik atau dalam bentuk tulisan untuk membayar atau perintah
bank lain untuk membayar....)

Dari pengertian tersebut dikenal tiga media dalam penyampaian Perintah
Transfer Dana yaitu tertulis, elektronik dan lisan, Secara tertulis diartikan sebagai
gambaran proses pengiriman perintah transfer dana dari nasabah atau pengirim
asal kepada bank (walk in customers) dengan pengisian secara tertulis suatu
perintah transfer dana. Sedangkan secara lisan atau tidak tertulis diartikan scbagai
suatu gambaran proses pemenuhan persyaratan transfer dana tanpa memerlukan
kehadiran nasabah atau pengirim asal di lokasi bank atau berhadapan dengan
petugas bank seperti melalui ATM, phone bhanking, internet, faksimili dan short
message  service(SMS) vyang tersedia dari telepon genggam. Dalam
perkembangannya peclaksanaan perintah transfer dana melalui ATM, faksimili,
internet atau phone banking tersebut tidak tepat jika dikelompokkan sebagai
perintah transfer dana yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, namun lebih
tepat untuk diistilahkan secara elektronis karena menggunakan media elektronik
yang dilakukan dengan atau tanpa berhubungan langsung dengan petugas bank.
Dalam istilah lain secara elektronik dapat diartikan pula termasuk secara on line

(langsung) dan tidak dilakukan secara manual. (Bank Indonesia, 2004:29)

Menurut UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer tidak
didefinisikan secara khusus transfer dana secara clektronik dan non
elektronik, namun hanya dibedakan yang telah dilakukan secara elektronik
dan yang masih berbasis kertas (paper based). Model Law tersebut hanya
mengatur  proses transfer secara elektronik, sedangkan secara non
elektronik tidak disebut secara khusus. (Bank Indonesia, 2006:24)
Pengelompokan proses transfer dana secara elektronik dan non elektronik dalam

kegiatan transfer dana mempunyai arti yang sangat penting terutama dalam
identifikasi kapan saat terjadinya pengaksepan serta untuk pengaturan
pembuktiaan dan alat buktinya. Lingkup pengertian elektronik tersebut meliputi
semua media elektronik yang dipergunakan dalam proses pelaksanaan transfer
dana, yang tidak termasuk proses pelaksanaan transfer berdasarkan kertas/warkat
{paper-based). (Naskah Akademik RUU Transfer Dana, 2004:10)
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2.5.3 Transfer dana dalam rupinh dan transfer dana dalam valuta asing

Pada prinsipnya transfer dana dalam rupiah dan valuta asing diperbolehkan
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, seperti
batasan transfer dana dalam mata vang rupiah ke luar negeri dan kepada non
residen di dalam negeri. serta tersedianya mata vang tertentu pada saat pencairan
atau pengambilan tunai di perbankan Indonesia. Apabila transfer dana dilakukan
untuk penerima akhir di luar negeri, kecuali dalam mata uang rupiah, pilihan mata
uang tertentu dalam transfer dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank
pengirim di dalam negeri yang akan berkorespondensi dengan bank penerima di
luar negeri. Dalam pengertian bank vyang beroperasi di wilayah Republik
Indonesia adalah termasuk juga bank asing dan bank campuran yang menerima
perintah transfer dana ke luar wilayah Republik Indonesia atau ke wilayah
Republik Indonesia. Pada saat dana hasil transfer berada di wilayah Republik
Indonesia, maka berlaku hukum Indonesia. Keberadaan dana hasil transfer
tersebut tidak diartikan secara fisik tetapi diartikan secara administratif telah
ditatausahakan di perbankan Indonesia. Choice of law (pilihan hukum) yang
dikenal dalam hukum perjanjian, tidak berlaku dalam ketentuan transfer dana.
Dengan demikian sepanjang para pihak atau jika salah satu pihak dan dana yang
dipermasalahkan berada di atau berkedudukan di Indoncsia, maka tidak
diperkenankan memilih berlakunya hukum atau Undang-undang ransfer Dana
dari negara lain. Ketentuan ini merupakan keharusan dan bersifat memaksa,
dengan maksud memberikan perlindungan dan kepastian hukum para pihak di
wilayah Republik Indonesia dalam kegiatan transfer dana dalam rupiah maupun
valuta asing dengan cakupan domestik maupun lintas negara. (Naskah Akademik
BUU Transler Dana. 2004:10)

2.6 Pengertian sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Bl-
RTGS)

Menurut PBI no 6/8/PB1/2004 sebagaimana telah diubah dengan PBI no
6/13/PB1/2004 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross
Settlement bahwa yang dimaksud dengan Sistem Bank Indonesia Real
Time Gross Settlement vang selanjutnya disebul dengan Sistem BI-RTGS
merupakan suatu sistem transfer dana elektronik antar Bank/peserta sistem
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BI-RTGS dalam mata vang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per
transaksi secara individual.

Dengan penyelesaian akhir (sertlement) dilakukan per transaksi, maka
rekening peserta di Bank Indonesia dapat didebet/dikredit berkali-kali sepanjang
hari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Selanjutnya
dengan penyelesaian akhir (settlement) dilakukan secara real fime. maka proses
pendebetan/perkreditan rekening peserta di Bank Indonesia berlangsung dalam
hitungan detik. Hal ini berbeda dengan sistem transfer dana vang diproses melalui
kliring. Dalam sistem ini penyelesaian akhir (settlement) transaksi dilakukan
secara net pada akhir hari, sehingga terdapat penundaaan dalam proses
penyelesaian akhir tersebut karena rekening peserta di Bank Indonesia
didebet/dikredit satu kali pada akhir hari sesuai dengan hasil kliring pada saat itu.

Penyelenggara dari Sistem BI-RTGS ini adalah Bank Indonesia c.q
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, dan para peserta dari Sistem Bl-
RTGS adalah Bank Indonesia, Bank Umum dan pihak selain bank vang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni sepanjang

kepesertaan pihak tersebut untuk memperlancar sistem pembayaran nasional.

2.7  Pengertian Kepailitan

Di Indonesia secara formal kepailitan dikenal sejak lama dengan kata-kata
vang lebih familiar vakni kebangkrutan,dimana kata bangkrut sebenamya berasal
dari kata bankrupr yang berasal dari Undang-undang ltali yang disebut dengan
hanca rupta. Digambarkan bahwa keadaan Eropa khususnya Itali pada waktu itu
ada praktek kebangkrutan di mana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari
para bankir atau pedagang vang melarikan diri secara diam-diam dengan
membawa harta kreditur (Munir Fuady, 2005:3)

Pengertian pailit atau bangkrut itu menurut Henry Campbell Black vakni
adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu
vang cenderung untuk mengelabuhi pihak krediturnya. Menurut Ensiklopedia
Ekonomi Kevangan Perdagangan disebutkan bahwa pailit atau bangkrut adalah
seseorang yang oleh suatu pengadilan dinvatakan bamkrupr dan yang dan yang

aktivasinya atau warisannya diperuniukan untuk membayar hutang-hutangnya.
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Pada pasal 1 angka | undang-undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran hutang yang dimaksud dengan
kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang
kepengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah
pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang
ini.

Dari ketentuan pasal 2 Undang-undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan

penundaan kewajiban pembayaran hutang juga dapat diketahui tentang syarat-

syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai
berikut:

2.8

1. adanya hutang
2. minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo.
3. minimal satu dari hutang dapat ditagih.
4, adanya debitur.
5. adanya kreditur.
6. kreditur lebih dari satu
7, pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan
pengadilan niaga
8. permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
a, pihak debitur;
b. satu atau lebih kreditur
¢. jaksa untuk kepentingan umum,
d. Bank Indonesia jika debiturnya adalah bank;
¢. Bapepem jika debiturnya perusahaan efek,bursa efek,lembaga kliring
dan penjaminan.dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian:
f. Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi,re-asuransi, dana
pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
9. dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang
Kepailitan.
10.apabila syarat-syarat terpenuhihakim “menyatakan pailit” dan bukan
“dapat menyatakan pailit” sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak
diberikan ruang untuk memberikan judgement yang luas sepertipada
kasus-kasus lainnya,sungguhpun limited defence masih
dibenarkan,mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang
sumir. (Munir Fuady, 2005:8-9}

Pengertian Pembuktian

Salah satu proses dalam acara perdata, dimana salah satu tugas hakim
adalah untuk menvelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi
dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, Membuktikan dapat diartikan
menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil — dalil yang dikemukakan
dalam suatu persengketaan. (Subekti, 2005:1)
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Pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim
atau pengadilan dan memang pembuktian tersebut hanya diperlukan bila ada
perselisihan mengenai hak khususnya disini hak-hak perdata yang semata-mata
termasuk kekuasaan atau kewenangan hakim pengadilan perdata untuk
memutuskannya. Olch karena pembuktian digunakan untuk meyakinkan hakim
maka keyakinan hakim ini harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-
undang dinamakan alat bukti.

Pada pasal 162 H.I.LR terdapat perintah kepada hakim bahwa dalam hal
hukum pembuktian hakim maka harus berpangkal tolak pada peraturan-peraturan
yang terdapat dalam H.LR yaitu pasal 163 H.LR dan seterusnya. Pasal pertama
dari buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang
pembuktian yaitu pada pasal 1865 berbunyi :

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak,atau
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain
menunjukkkan pada suatu peristiwa. diwajibkan membuktikan adanya hak
atau peristiwa tersebut,"”

Mengenai alat-alat bukti diatur dalam pasal 1866 Kitab Undang- Undang

Hukum Acara Perdata atau pasal 164 H.LR (pasal 283 R.D.S) yang menyebutkan
5 alat bukti yvakni:

. surat

2. saksi

3. persangkaan
4. pengakuan
3. sumpah

dan dalam prakiek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering
digunakan ialah pengetahuan hakim dimana yang dimaksud dengan pengetahuan
hakim adalah hal yang diketahui sendiri oleh hakim dalam sidang dan hal-hal atau
keadaan yang diketahui hakim dari pengetahuannya di luar sidang. (Retnowulan
Sutantio, dkk. 2002:60)
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Kesimpulan
I, Tanggung jawab bank peserta BI-RTGS dalam hal telah terjadi

kegagalan pembayaran adalah dengan memberikan kompensasi dan
pengembalian dana. Kompensasi ini dapat berupa kompensasi bunga
dan bagi hasil serta biaya administrasi. Untuk meminimalisir
terjadinya kegagalan pembayaran maka bank peserta bertanggung
jawab dalam melaksanakan instruksi transfer dana baik sebelum dan
sesudah pengaksepan, memberikan informasi tentang proses transfer
dana dan akibat dari dilaksanakannya transfer dana, memberitahukan
kepada nasabah mengenai kondisi gangguan dan darurat yang meliputi
bencana alam, keadaan bahaya, konflik bersenjata, huru-hara di kantor
penyelenggara melalui media masa atan sarana lainnya. 'Tanggung
Jjawab bank peserta dalam hal pembebasan tanggung jawab (indemnity)
apabila terjadi pembatalan transfer dana dan kewajiban bank peserta
untuk meneliti apakah pihak nasabah yang mengirim dan menerima
dana adalah pihak yang berwenang atas instruksi transfer dana, juga
merupakan tanggung jawab bank peserta sistem BI-RTGS untuk

meminimalisir terjadinya kegagalan pembayaran.

. Perjanjian antara Bank Indonesia dengan masing-masing bank peserta

BI-RTGS, menyatakan bahwa hasil olahan komputer (RCC)
merupakan alat bukti yang sah. Perjanjian mengenai hasil olahan
komputer baik berupa data elektronik, tanda tangan digital. dan
informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dituangkan dalam
"Perjanjlan Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia
dengan Peserta”,. Perjanjian tersebut terdapat dalam Peraturan Bank
Indonesia dan dalam keputusan Bye Laws. Hal ini kurang kuat untuk
dijadikan dasar hukum kekuatan pembuktian apabila terjadi sengeketa
dengan pihak diluar peserta BI-RTGS, dikarenakan walaupun alat

33
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bukti tersebut diatas sah dan mengikat bagi peserta BI-RTGS namun
tergantung hakim mau menerima alat bukti tersebut atau tidak. Oleh
karena itu perlu adanya suatu hukum acara perdata vang memuat
mengenai pembuktian dan perluasan alat bukti terutama berkaitan
dengan alat bukti elektronik.

Kepastian hukum transfer dana dalam hal bank peserta dijatuhi pailit.
dalam undang-undang kepailitan ditcgaskan bahwa scbelum waktu
dinyatakannya putusan pailit, pelaksanaan transfer dana  wajib
diteruskan. Ketentuan mengenai transfer dana dalam undang-undang
kepailitan dapat diartikan bahwa transfer dana tidak tunduk pada
prinsip zero hour rule dan hal ini sejalan dengan prinsip finality of
pavment/finality settlement, bahwa dana yang telah diterima tidak
dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Akibat dari dinyatakannya
putusan pailit baik bank pengirim asal, bank penerus. maupun bank
penerima terhadap status dana transfer dana masih belum diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

4.2  Saran

Peraturan yang lebih rinci memuat mengenai sejauh mana tanggung
Jawab bank peserta BI-RTGS dalam hal terjadi kegagalan pembayaran
belum ada. Oleh Karena itu disarankan pada Bank Indonesia yang
mempunyai tugas menetapkan kebijakan moneter untuk membuat
undang-undang transfer dana yang memuat secara rinci mengenai
batasan tanggung jawab dari bank peserta.

Bentuk alat bukti dan kekuatan pembuktian secara elektronik bila
terjadi permasalahan dalam transfer dana melalui sistem BI-RTGS
antar para peserta belum dapat dicover oleh PBI dan Bye Laws. Oleh
karena itu disarankan bagi pembuat undang-undang untuk dibuat suatu
hukum acara perdata yang memuat alat bukti dan pembuktian secara
elektonik yang mencangkup perluasan aspek dari alat bukti tersebut

sehingga mempermudah dalam proses pembuktian.
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3. Transfer dana tidak tunduk pada prinsip zero hour rule namun
mengenai akibat pada status dana transfer dana setelah bank tersebut
dijatuhi pailit dan dilikuidasi tersebut masih belum secara rinci dalam |
peraturan perundang-undangan. Seharusnya dengan pengaturan yang
jelas mengenai status transfer dana bila bank dijathi pailit atau
dilikuidasi maka akan memberikan kepastian hukum bagi nasabah
transfer dana tersebut, terutama bagi status dana transfer dana yang
masih dalam proses. Oleh karena itu disarankan bagi Bank Indonesia
schbagai pembuat kebijakan moneter untuk membuat undang-undang
transfer dana vang memuat tentang akibat dari kepailitan bank bagi

status dana transter dana.
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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/ 8 /PBI/2004
TENTANG
SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME SGROSS SETTLEMENT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang  : a. bahwa dajum rangka mendukung lercapainya  sistem
pembayaran yang efisien, cupal, aman dan handal gung
mendukung stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia
telah mengimplementasikan Sistem Bank Indenesia Real
Time Gross Settlement:

b. bahwa untuk lebih memberikin kepastian  hukum
terhadap pelaksanaan transaksi melaluj Sistem Bank
Indonesis Real Time Gruss Settlemens, dipanduny periy
untuk  menctapkan  ketentuan mengenai Sisteny Bank
lndonesia Real Time Gross Settlenent distam Peraturan

Baok Indonesia:

Mengingat L Undung-undung  Nomar 7 Fabun 1992 ientang
Ferlankan (Lembaran Neoara Repulilit: Indoiiesia Tahun
1992 Nonor 31, Tambabun Lembssun  Negara
Nomor  3472)  sebagaimana  telah dinbah  dengan
Undang-undang  Nowor 10 Tahun (998 (Lembaran
Negara Republit Indonesin Tahua 190 Momor 182,
Farmbalun Lembaran Negara Nomor 31790y,
= {.lllijrlrlg—lr;hldng Nomt 23 Tehun (949 tentang Hank

Indonesia (Lembaran Megma Republik Indonesia Tahun

iﬂ.r&f/
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PERATURAN BANK INDONIESLA
NOMOR : 6/ 8 /PRI/2004
TENTANG
SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang © . bahwa dalam rangka mendukung tercapainya sistem

pembayaran yang efisien, cepat. sman dan handal euna

mendukung stabilites sistem kenangan, Bank Indonesia
telah mengimplementusikan Sistem Bank Indenesia Real
Time Grass Settlement:

b. bahwa untuk lebih memberikan  kepastion  hukum
terhadap pelaksanaan transaksi melalui Sistem Bank
Indonesia Real Time Geosy Sewdemeny. dipundang perlu
untuk menctapkan Ketentuan mengenai Sisiem Bank
Indonesia Real Time Gross Serlement dulnm Peraturan

Bank Indonesia:

Mengingat © Lo Undeng-undang  Nomor 7 Takun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Mezara Repubilik Indosies’s Tehun
1992 Nomor 31, Tambain  Demsbacan Negara
Nomor  3472)  sehagaimana  telsh  diubah dengan
Undong-undang  Nowor 10 Tahun 1998 (Lembaran
Negivy Republit Indonesia Tahua 199%¢ Nomnor 182,
Farabalan Lembaran Megara Nomor 1790);

2 L'|]r.i'r|..'1g~|.zr|1-_m|1g Noniwd 23 Tahun 1999 petang Bank

Indunesin (Lembiaran Megaa Republik Indonesia Tahun

| %ﬂﬁr&y
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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR - 6/ 8 PBI/2004
TENTANG
SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SEITLEMENT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : 8 bahwa dalam runpka mendukung tercepainva  sistem
pembavaran vang efisien. cepat. aman dan handal guna L
mendukung stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia |
telah mengimplementasikan Sistem Bank Indrnesia Real
Time Gross Settlemen:

b, bahwa untuk lebik  memberikan kKepastian  hukum
tethadap pelaksanaan transaksi melalui Sistem Dunk
Indonesie Real Time Gross Settlement dipandang perlo
untuk menctapkan ketentuan mengenai Sistem Bank
Indonesia Real Time Gross Settlement dalum Peratiran

Bank ndonesia

Mengingal - Lo Undung-undang  Nomor 7 Talwg 1992 lentang
Pertankan (Lembaran MNeaara Republih ndones s Tahun
1992 Nomor 31, Tambalun  Lemibarun Negara
Nomor  3472)  sebngaimana  telah  diihah dengan
Undang-undang Nowor 10 Tahun 1998 {Lembaran
Negurs Republik Indonesia Tahua 1998 Mamor 182,
Pmaabalian Eombaran Negara Nomor 3790):
= I_.'n-.lu.ru_u—ur'auun; Nonwn 23 Tahun (599 enting Bank

indunesia (Lembaran Megma Republik Indonesia Tabun

i:.w‘._r@y
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1999 Nomor 66, Tawnbaliun Lembaran Negara Nomor
3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Momor 3 Tahun 2004 {(Lembaran Negarw Eepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 7. Tambshan Lembarun

MNegara Nomor 4357);

MEMUTLUSKAN !

Menetapkan :  PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM
BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

[Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, vang dimaksud dengan :

1. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut
Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta
dalam mata vang rupiah yang penyelesainnnya dilahukan secaru seketika per
transaksi secara individual.

2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS, vang selanjutnva disebut Penvelenggara,
adalah Bank Indonesia c.q. Dircklorat Akunting dan Sistem Pembayaran
(DASP).

3. Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah Bank
Indonesia, Bank, dan Pihak Selain Bank yang telah memenuhi persvaratan
vang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 (entang Perbankan sebagaimana

tel

B - 200 PRI LAAE] - B - 2 - D000 - &)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BANK INDONESIA

1999 Nuoior 66, Twobahun Tembarun Negara Nomor
3843) schagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 NDml:‘r; 7. Tambahan Lembarun

Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BANK INDONESIA TENTANMG SISTEM
BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, vang dimaksud dengan ;

. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, vang selanjuinya disebut
Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elekwronik antar Pesena
dalam mata uvang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per

transaksi sccara individual.

Tl

Penyelenggara Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Penvelenggary,
adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
{DASP).

3, Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah Bank
Indonesia, Bank, dan Pihak Selain Bank yang telah memenuhi persyaratan
vang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sehagaimana
telab’ﬁf /

B 00 P GAAH - 3T - 3 2000 - Al
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<2

1999 Nomor 66, Tambabun Lembaran Negara Nomor

3843} sebagaimana telah diubah déngan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Nepara Republik
Indonesia T'ahun 2004 Momor 7, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKEAN ;

Menetapkan PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM

BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan -

.

1 10 PR A B - 3 2000 - A

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut
Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistemn transfer dana elektoronik antar Peserta
dalam mata uang rupiah yang peuyelesaimnya dilakuban secary seketika per
transaksi secara individual.

Penyelenggara Sistern BI-RTGS. yang selanjuinva disebut Penvelenpgara,
adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistern Pembayaran
(DASP).

Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta. adalah Bank
Indonesia, Bank, dan Pihak Selain Bank vang telah memenuhi persvaratan
yvang ditetapkan cleh Bank Indonesia.

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan schagaimana
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telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1998,

5. Pihak Selain Bank adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Keuangan
Internasional, dan lembaga lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia
dapat memiliki Rekening Giro di Bank [ndonesia, sesuai dengan ketentuan
Bank Indonesia vang mengatur mengenai hubungan Rekening Giro antara
Bank Indonesia dengan pihak ekstern

6. Peseita Langsung (principal member), vang selanjutnya disebut Peserta

Lanpsung, adalah Peserta vang dopat melokukan transaksi Sistem BI-RTCS
secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal milik Peserta.

7. Peserta Tidak Langsung (subsidiary member), vang selanjuinya disebuot
Peserta Tidak Langsung, adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi
Sistem BI-R1TGS secara idak langsung yang pelaksanaannya dilakukan oleh
petugas Bank Indonesia dengan menggunakan RTGS Terminal milik Bank
Indonesia.

8. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia
yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

9. Penyelesaian Akhir (setilement), vang seclanjutnya disebut Peryelesaian
Akhir, adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening (iro para
Peserta dan atau rekening lainnya di Bank Indonesia.

10. RTGS Central Computer, yang sclanjutnya disebut RCC, adalah sistem
komputer yang berada di lokasi Penyelengpara, yang digunakan untuk
memproses Penyelesaian AKhir semua transaksi yang dikirim olch Peserta
dan terdiri dani RTGS Central Computer Utama dan RTGS Cenral
Compuier Back-up,

LI RTGS Cenmal Computer Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama,

12.1311@(}14/

adalah RCC yang digunakan dalam kondisi normal.

B VT PR 23~ R0 A
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telah  diubah dengan Undang-undang Republik  Indonesia  MNomor
|0 Tahun 1998,
5. Pihak Selain Bank adalah Instansi Pemerntah, Lembaga Keuangan
Internasional, dan lembaga lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia i
dapat memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan
Bank [ndonesia yang mengatur mengenal hubungan Rekening Giro antara
Bank Indonesia denpan pihak eksrern

6. Peserta Langsung (principal member), vang selanjumya disebut Pesena

Langsung, adalah Peserta yang dopat melakukan transaksi Sistem BI-RTGS

secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal milik Peserta.

e |

Pesertu Tidak Langsung (subsidiary member), vang selanjutnya disebut

Peserta Tidak Langsung, adalah Peserta yvang dapat melakukan transaksi

sistem BI-R1GS secara udak langsung yang pelaksanaannya dilakukan oleh

petugas Bank Indonesia dengan menggunakan RTGS Terminal milik Bank

Indonesia.

8. Rekening Giro adalah rekening pihak cksternal tertentu di Bank Indonesia
yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat,

9. Penyelesaian Akhir (settlement), yang selanjutnya dischut Penyelesaian
Akhir, adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Giro para
Peserta dan atau rekening lainnya di Bank Indonesia,

10, RTGS Central Computer, yang sclanjutnya disebut RCC, adalah sistem
komputer yang berada di lokasi Penyelenggara, vang digunakan untuk
memproscs Penyelesaian Akhir semua transaksi yang dikiriin oleh Pesenta
dan terdiri dari RTGS Cenral Computer Utama dan RTGS Central
Computer Back-up.

LI, RTGS Ceniral Computer Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama,

adalah RCC yang digunakan dalam kondisi normal.
12 gmgafa/
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telah diubah dengan Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor
10 Talun 1998,

5. Pihuk Selain Bank adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Keuangan
[nternasional, dan lembaga lain yang menurut pertimhangan Bank Indonesia
dapat memiliki Rekening Giro di Bank [ndonesia, sesual dengan ketentuan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai hubungan Rekening Giro antara

Pank Indonesia dengan pihak ekstern

6. Peserta Langsung (principal member), vang selanjutnya disebut Pesernta
l.angsung, adalah Peserta yang dopat melakukan transaksi Sistem BI-RTGS

secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal milik Pesesta.

Peserta Tidak Langsung (subsidiary membeér), yang selanjutnya disebut
Peserta Tidak Langsung, adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi
Sistem BI-R 1G5 secara tidak langsung yang pelaksanaannya dilakukan oleh
petugas Bank Indonesia dengan menggunakan RTGS Terminal milik Bank
[ndonesia.

. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia
yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang
penarikannya dapal dilakukan setiap saa.

9. Penyelesaian Akhir (sertlement), vang selanjutnya disebut Penyelesajan
Akhir, adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Giro para
Peserta dan atau rekening lainnya di Bank Indonesia.

10. RTGS Central Computer, yang sclanjutnya disebut RCC, adalah sistem
komputer yang berada di lokasi Penyelenggara, vang digunakan untuk
memproscs Penyelesatan Akhir scmua transaksi yang dikiriim uleh Peserla
dan tecdiri dan RTGS Central Computer Utama dan RTGS Central
Computer Back-up.

1. RTGS Central Computer Utama, yang selanjutnya discbut RCC Utama,

12. mﬂfq/

adalah RCC yang digunakan dalam kondisi normal.
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14.

13,

16.

17.

RTGS Central Compuier Buck-up, yanp sclunjummya disebut RCC Back-up,
adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau
keadaan darurat yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat menggunakan
RCC Utama.

RTGS Terminal, yang selanjutnyva disebut RT, adalah sistem komputer yvang
berada di lokasi Peserta vang terhubung dengan RCC secara on-ling, yang

digunakan Peserta untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan

RTGS Terminal Server Back-up, serta RTGS Terminal Workstation.

RTGS Terminal Server Utama, yang selanjutnya disebut RT Server Utama,
adalah perangkat Komputer yang telah diisi aplikasi RT dan database Sistem
BI-RTGS vang digunakan Peserta untuk memproses transaksi datam kondisi
normnal.

RTGS Terminal Server Back-up, vang selonjuinys discbut RT Server Duack-
up, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan database
Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi apahila
terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat
menggunakan R1 Server Utama.

RTGS Terminal Worksration, yang selanjutnya disebut RT Workstation,
adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan terhubung
dengan RT Server Utama atau RT Server Back-up yang digunakan Peserta
untuk melakukan pembukuan transaksi dan berbagail fungsi Sistem BI-RTGS
lainnyva.

Sistern  Antrian  adalah  mekanisme vang mengatur urilan  transaksi
pembayaran dan Peserta tertentu yang belum dapat dilakukan Penyelesaian

Akhimya oleh RCC Utama atau RCC Back-up karcna saldo Rekening Giro

18. ﬂ’h/

Peserta tidak mencukupi.
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13.

14.

13,

16.

3 4

RTGS Central Computer Buch-up, yang sclanjumya disebut RCC Back-up,
adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau
keadaan darurat yang menyebabkan Peﬁyclunggara tidak dapat menggunakan
RCC Unama,

RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang
berada di lokasi Peserta yang terhubung dengan RCC secara on-line, vang
digunakan Peserta untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan
terdini dari RTGS Terminal Server, yaitu RTGS Terminal Server Utama dan
RTGS Terminal Server Back-up, serta RTGS Terminal Workstation.

RTGS Terminal Server Utama, yang selanjutnya disebut RT Server Utama,
adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan database Sistem
BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi dalam kondisi
normal,

RTGS Terminal Server Back-up, vang selanjutnya discbut RT Server Back-
up, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan database
Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi apabila
terjadi pangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat
menggunakan K1 Server Utama.

RTGS Terminal Workstation, yang sclanjutnya disebut RT Workstation,
adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan terhubung
dengan RT Server Utama atau RT Server Back-up yang digunakan Peserta
untuk melakukan pembukuan transaksi dan berbagai fungsi Sistem BI-RTGS
lainmya.

Sistem Antrian adalah meckanisme yang mengatur urutan  transaksi
pembayaran dari Peserta tertentu yang belum dapat dilakukan Penyelesaian

Akhimya oleh RCC Utama atau RCC Back-up karena saldo Rekening Giro

13.%_

Peserta tidak mencukupi.
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16.

RTGS Central Computer Buck-up, yany sclunjunya disebut RCC Back-up,
adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau
keadaan darurat yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat menggunakan
RCC Utama,

RTGS Terminal, vang selanjuinya disebut RT, adalah sistem komputer yang
berada di lokasi Peserta yang terhubung dengan RCC secara on-line, yang
digunakan Peserta untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan

terdiri dari RTGS Terminal Server, vaitu RTGS Tenminal Server Utama dan

RTGS Terminal Server Utama, vang selanjutnya disebut RT Server Utama,
adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan database Sistem
BI-RTGS yang digunekan Peserta untuk memproses transaksi dalam kondisi

normal.

RTGS Terminal Server Back up. vang selanjutnya discbut RT Server Back-
up, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan database
Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi apabila
terjadi gangguan atau keadasn darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat
menggunakan RT Server Lltama,

RTGS Terminal Workstation, yang selanjutnya disebut R1T Workstation,
adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan terhubung
dengan RT Server Utama atau RT Server Back-up yang digunakan Peserta
untuk melakukan pembukuan transaksi dan berbagai fangsi Sistem BI-RTGS
lainnya.

Sistem Antrian adalah mekanisme yang mengatur urutan transaksi
pembayaran dari Peserta tertentu yang belum dapat dilakukan Penyelesaian

Akhimya oleh RCC Utama atau RCC Back-up karena saldo Rekening Giro

]8,%

Peserta tidak mencukupi.
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18, Jam Operasional adalah waktu RT dapat menerima dan atau mengirimkan

transfer dana melalui Sistem BI-R TGS,

BAB I
PENYELENGGARA

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara wajib melakukan hal-

hal sebagai berikut

a. menyediakan RCC;

b. menjamin RCC berfungsi dengan baik;

¢. menyediakan saluran komunikasi yang menghubungkan RT Server Utama
atau RT Server Back-up dengan RCC Utama atau RCC Back-wuy;

d. menvediakan aplikasi RT dan perubahannya:

¢. melakukan pemantanan terhadap -
I, keberhasilan akses komunikasi R1T dengan RCC; dan
2. saldo Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia pada akhir hari;

f. menyediakan help-desk berkaitan dengan masalah operasional Sistem
BI-RTGS yang dihadapi Peserta;

g. membenkan pelayanan kepada Peserta berkaitan dengan kepesertaan dalam
Sistem BI-RTGS.

Pasal 3

(1) Bank Indonesia menetapkan jenis dan besamva hiaya penggunaan Sistem
BI-RTGS yang wajib dibayar oleh Peserta.

(2) Bank Indonesia sebagai Penyelenggara mengenakan biaya penggunaan

Sistem BI-RTGS kepada Peserta.
BéﬁFt)
/
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18. Jam Operasional adalah waktu RT dapat menerima dan atau mengirimkan

transfer dana melalui Sistem BI-RTGS,

BAB I
PENYELENGGARA

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara wajib melakukan hal-

hal sehagai berikut :

a. menyediakan RCC;

b. menjamin RCC berfungsi dengan baik;

¢. menyediakan saluran Komunikasi vang menghubungkan RT Server Utama
atau BT Server Back-up denpan RCC Utama atau RCC Back-up;

d, menyediakan aplikasi RT dan perubahannya;

e, melakukan pemantanan terhadap -
1. keberhasilan akses komunikasi RT dengan RCC; dan
2. saldo Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia pada akhir hari;

f. menyediakan help-desk berkaitan dengan masalah operasional Sistem
BI-RTGS vang dihadapi Peserta;

g. memberikan pelayanan kepada Peserta berkaitan dengan kepesertaan dalam
Sistem BI-RTGS,

Pasgl 3

(1) Bank Indonesia menetapkan jenis dan besamva biava penspunaan Sistem
BI-RTGS yang wajib dibavar oleh Peserta.
{2) Bank Indonesia sebagai Penyelenggara mengenakan biaya penggunaan

Sistem BI-RTGS kepada Peserta,
Eéé?q
/
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18. Jam Operasional adalah waktu RT dapat menenma dan atau mengirimkan

transter dana melalui Sistem BI-RTGS.

BABII
PENYELENGGARA

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara wajib melakukan hal-

hal sebagai berikut :

a. menyediakan RCC;

b. menjamin RCC berfungsi dengan baik;

c. menyediakan saluran komunikasi yang menghubungkan RT Server Utama
atau RT Server Back-up dengan RCC Utama atau RCC Back-up;

d. menyediakan aplikasi RT dan perubahannya;

g. melakukan pemantatian terhadap
L. keberhasilan akses komunikasi RT dengan RCC; dan
2, saldo Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia pada akhir hari;

[. menyediakan help-desk berkaitan dengan masalah operasional Sistem
BI-RTGS yang dihadapi Peserta; ]

g. memberikan pelayanan kepada Peserta berkuifﬂrl dengan kepesertaan dalam
Sistem BI-RTGS.

Pasal 3

(1) Bank Indonesia menetapkan jemis dan besarnva biava penggunaan Sistem
BI-RTGS vang wajib dibayar oleh Peserta.

(2) Bank Indonesia sebagai Penyelenggara mengenakan biaya penggunaan

sistem BI-RTGS kepada Peserta,
B;ﬁ,}h
/

B 100 P G- 30 - B - 000 - A



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

B o 00 PR LAAED 0 - T T - A

BANE INDONESIA

BAB 11
PESERTA

Bagian Pertama
Syaral dan Status Kepesertaan

Pasal 4

Hubupngan hukum antara Penyelenggara dengan Peserta dimeangkan dalam

“Penaniion Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dan Pesena™,

FPasal 5

(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS terdiri atas :
a. Bank Indonesia;
b. Bank;
c. Pihak Selain Bank.

(2) Bauk sebugaimuna dimuksud dalam ayat (1) huruf b wajib menjadi Peserta,

(3) Dalam hal Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional juga
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip svariah maka kepesertaan
kantor yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib
dipisabhkan dan kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah yang diwakili olch unit usaha syariah.

{4) Pihak Selain Bank dapat menjadi Peserta dengan persetujuan Bank Indonesia
sepanjang kepesertaan  pihak  tersebul  untuk  memperlancar  sistem

pembayaran nasional.
Pasal 6

(1) Peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dibedakan menjadi

a. Peserta Langsung;

b. Peserta Tidak Langsung.

o
I
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BARB I
PESERTA
Bagian Perlama
Syarat dan Status Kepeserlaan

Pasal 4

Hubungan hukum antara Penvelenggara dengan Peserta dituvangkan dalam

“Peranjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dan Peserta™.

Pasal 5

(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS terdiri atas
a. Bank lndonesia;
b. Bank;
¢. Pihak Selain Bank.

(2) Bank scbagaimana dimaksud dalwm gyat (1) huruf b wajib menjadi Peserta.

(3) Dalam hal Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional juga
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka kepesertaan
kantor yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib
dipisahkan dari kantor yang melaksanakan kepiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah yang diwakili oleh unit usaha syariah.

(4) Pihak Selain Bank dapat menjadi Peserta dengan persetujuan Bank Indonesia
sepanjang  kepesertaan  pihak  tersebut  untuk memperlancar  sistem

pembayaran nasional.
Pasal 6

(1) Peserta dalam penyelenggaraun Sistem BI-RTGS dibedakan menjadi ;
a. Peserta Langsung;
b. Peserta Tidak Langsung. i
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BAB Il
PESERTA

Bagian Pertama
_ Syarat dan Status Kepesertaan
Pasal 4

Hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Peserta dituangkan dalam

“Penanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dan Peserta™.
Pasal 5

(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS terdiri atas
a. Bank Indonesia;
b. Bank;
¢. Pihak Selain Bank.

(2) Bauk scbagaiinany dimuksud dalum ayar (1) huruf b wajib menjadi Peserta,

{(3) Dalam hal Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional juga
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka kepesertaan
kantor yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib
dipisahkan dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah yang diwakili oleh unit usaha syariah.

(4) Pihak Selain Bank dapat menjadi Pesena dengan persetujuan Bank Indonesia
sepanjang  kepesertaan pihak  tersebut  untuk  memperlancar  sistem

pembayaran nasional.
*asal 6

(1) Peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dibedakan menjadi -
a. Peserta Langsung;

b. Peserta Tidak Langsung.
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(2) Bank dan Pihak Selain Bank yang akan menjadi Peserta Lungsung wajib

memenuhi persyaralan sebagal berikut :

a. memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan

b. menyediakan RT Server Utama, R Server Back up, dan RT Workstation
serta sarana pendukung vang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3) Persetujuan untuk menjadi Peserta Tidak Langsung dapat diberikan oleh
Penyelenggara apabila Bank telah memiliki Rekemng Giro di Bank Indonesia
tetapi belum dapat menyediakan RT dan sarapa pendukung sebagaimuna
dimaksud dalam ayat (2) huruf b.
(4) Peserta Thdak Langsung yang telah mendapatkan persetujuan scbagaimana
dimaksud dalam ayat (3) wajib menjadi Peserta Langsung paling lambat 1
(satu) tahun sejak tanggal kepesertaan sebagai Peserta Tidak Langsung,
(3) Penyelenggara dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) berdasarkan pertimbangan tertentu.
(6) Penyelenpgara dapat mengubah kepesertann dari Peserta Langsung menjadi
Peserta Tidak Langsung dalam hal terdapat
a. proses penyelesaian hak dan kewajiban Peserta sehubungan dengan
pencabutan izin usaha Peserta oleh instansi atau pihak vang berwenang;
dan atau

b. permintaan khusus dan instansi atau pihak vang berwenang dalam
melakukan pengawasan terhadap Peserta.

(7) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak harus
disertai  dengan  perubahan  dokumen  kepesertaan  dalam  Sistem
BI-RTGS.

(8) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), hak dan
kewajiban serta tanggung jawab Peserta tunduk pada ketentuan mengenai hak

dan kewajiban serta tanggung jawab Peserta Tidak Langsung.
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(2) Bank dan Pihak Seclain Bank vang akun menjadi Pescrta Langsung wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
b. menyediukan RT Server Utama, RT Server Back-up, dan RT Workstation

serta sarana pendukung yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Persctujuan untuk menjadi Peserta Tiduk Langsung dapat diberikan oleh
Penyelenggara apabila Bank telah memiliki Rekening Giro di Bank Indanesia
tetapi belum dapat menyediakan R1 dan saruna pendukung sebagaimana
dimaksud dalam avat (2) huruf b,

(4) Peserta Tidak Langsung yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) wajib menjadi Peserta Langsung paling lambat |
(satu) tahun sejak tanggal kepesertaan sebagai Peserta Tidak Langsung.

(3) Penyelenggara dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam aynt (4) berdasarkan peniimbangan tertentu,

(6) Penyelenggara dapat mengubah kepesertaan dari Peserta Langsung menjadi
Peserta Tidak Langsung dalam hal terdapat -

4. proses penyelesaian hak dan kewajiban Peserta sehubungan dengan
pencabutan izin usaha Peserta olch instansi atau pihak yang berwenang;
dan atau

b. permintaan khusus dari instansi stau pihak yang berwenang dalam
melakukan pengawasan terhadap Peserta.

(7) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimoksud dalam avat (6) tidak harus
disertai  dengan  perubahan  dokumen  kepesertaan  dulam  Sistem
BI-RTGS.

{8) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayal (6), hak dan
kewajiban serta tanggung jawab Peserta tunduk pada ketentuan mengenai hak

dan kewajiban serta tangpung jawab Peserta Tidak Langsung.
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{2) Bank dan Pihak Selain Bank vang akan menjadi Peserta Langsunz wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut
4. memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; don
b. menyediakan RT Server Utama, RT Server Buck-up, dan /T Woikstarion

serta sarana pendukung yang ditetapkan olch Bank Indonesia.

(3) Persetnjuan untuk menjadi Peserta Tidak Langsung dapat diberikan olch
Penyelenggara apabila Bank telah memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia
letapi belum dapat menyediakan RT dan sarana pendukung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf' b,

(4) Peserta Tidak Langsung yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) wajib menjadi Peserta Langsung paling lambat 1
{satu) tahun sejak tangeal kepeseriaan sehagai Peserta Tidak Langsung.

(5) Penyelenggara dapat memperpanjang jangka wakiu sebagaimana dimaksud
dolam ayat (4) berdasarkon pertimbangan terteniw

{6) Penyelenggara dapat mengubah kepesertaan dari Peserta Langsung menjadi
Peserta Tidak Langsung dulam hal terdapat :

a. proses penyelesaian hak dan kewajiban Peserta sehubungan dengan
pencabutan izin usaha Peserta oleh instansi atau pihak yang berwenang;
dan atau

b. permintaan khusus dari instansi atau pihak yang berwenang dalam
melakukan pengawasan terhadap Peserta.

{7) Perubahan kepesertarn sebagaimana dimaksud dalam avar (6) tidak harus
disertar dengan perubahan dokumen  kepesertaan  dalam Sistem
BI-HTGS.

(8) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), hak dan
kewajiban serta tanggung jawab Peserta tunduk pada ketentuan mengenai hak

dan kewajiban serta tanggung jawab Peserta Tidak Langsung. k'

P&ﬂq 1,
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Pasal 22

(1) Dalam hal Peserta telah mengirimkan transaksi dan saldo Rekening Giro
Peserta di Bank Indonesia tidak incncukupi, lransaksi yang telah dikirimkan
Peserta akan masuk dalam Sistem Antriun. S

(2) Penyelenggara menetapkan tingkat kepentingan transaksi vang masuk dalam

Sistem Antrian sebagaimana dimaksud dalum ayat (1) sebagai berikut -

a. tingkat kepentingan prioritas terdiri atas -
l. transaksi dan Peserta kepada rekening pemerintah Republik Indonesia
di Bank Indonesia dan sebaliknya;
2. transaksi dari Peserta kepada Bank Indonesia dan sebaliknya:
3. transaksi dari Peserta kepada pihak lain yang memiliki rekening di
Bank Indonesia dan sebaliknya; dan
4. transaksi dari nasabah Peserta kepada rekening pemerintah Republik
Indonesia di Bank Indonesia dan sehaliknva
b. tingkat kepentingan normal terdin atas :
l. transaksi antar Peserta selain Bank Indonesia;
2. transaksi antar Peserta selain Bank Indonesia untuk kepentingan
nasabaliya.
(3) Penyelenggara dapat mengubah urutan atau membatalkan antrian transaksi
dengan tingkat kepentingan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf a berdasarkan
a. kepentingan Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan kebijakan
moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta pengaturan dan
pengawasan perbankan; atau

b. permintaan Peserta dalam rangka memenuhi kewajiban Peserta kepada
pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia dan atau dalam

rangka memenuhi kebutuhan uang tunai Peserta,

-

(4) fc::r%;
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(4) Peserta hanya dapat mengubah urutan atau membatalkan antrian transaksi
secara langsung melalui RT milik Peserta untuk anifan transaksi dengan

lingkat kepentingan normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b,

Bagian Ketipa
Warkat dalum Sistem BI-RTGS

Pasal 23

(1) Transaksi yang dilakukan oleh Peserta Langsung melalui Sistem BI-RTGS
didasarkan pada warkat pembukuan yang formatnva diatur oleh masing-
masing Peserta,

(2) Peserta Langsung vang mengalami gangguan RT Server sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Peserta Tidak Langsung
wajib menggunakan Bilyet Giro Bonk Indoncsia gtau, khusus untuk

penarikan tunai, menggunakan Cek Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Jam Operasional
Pasal 24

(1) Sistem BI-RTGS diselenggarakan setiap hari kerja kecuali ditetapkan lam
oleh Bank [ndonesia.

{2) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebapaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan pada Jam Operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 25

(1} Perubahan Jam Operasional dapat dilakukan berdasarkan ¢
a. kebijakan Penyelenggara; atau
b. permintaan Peserta.
(2) Perubashan Jam Operasional berdasarkan kebijakan Penyelenggara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal terjadi :

a. gangguqla
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a. gangguan atau kerusakan pada RCC;
b, keterlambatan waktu Penyelesaiun Akhir hasil kliring; atau
¢. adamya  kebijukan  yang  menyebabkan  Penyelenggara  harus
memperpanjang Jam Operasional.
(3) Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan Jam Operasional
dalam hal tergadi ;

a. keadaan darurat pada lokasi produksi;

b. gangguan atau kerusakan pada RT Server Peserta sehingpa waktu vang
tersedia untuk melakukan transaksi menjadi terbatas; atau
¢, adanya alasan lain yang dapat diserujui oleh Penyelenggara.

(4) Penyelenggara berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap permohonan perpanjangan Jam Operasional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3).

(3) Permohonan perpanjangan Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam
ayal (3) hurul b dan c yang diserujui oleh Penyelenggara dikenakan biaya.

(6) Penyelenggara dapat membebaskan Peserta dari  pengenzan  biaya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) apabila permohonan perpanjangan
Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf ¢ disebabkan
oleh hal-hal di luar kontrol Peserta.

BAB V
KEWAIJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PESERTA PENGIRIM DAN PESERTA PENERIMA
Bagian Pertama
Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta Pengirim
Pasal 26

(1) Peserta pengirim wajib mensyaratkan kepada nasabahnya untuk mengisi
instruksi transfer secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan "
vang berluku. i

{2} Inst
) Instru {/
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(2) Instruks: transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim sebagaimana dimaksud
dalam ayat { 1) sckurang-kurangnya memuat :
a. identitus nasabah pengirim;
b. identitas nasabah penerima; .
c. identitas Peserta penerima; dan
d. jumlah dana yang ditransfer.
(3) Identitas nasabah pengirim dan nazabah penerima sebagaimana dimaksud

dalum ayat {2) huruf a dan b meliputi sekurang-kurangnva nama dan nomor

rekening atau, apabila nasabah pengirim atau nosabsh pencrima tidak
memiliki rekening pada Peserta, identitas tersebut meliputi sekurang-

kurangnya nama dan alamat,
Pasal 27

(1) Dalam hal Peserta pengirim menyetujui untuk melaksanakan instruksi
transfer dari nasabahnya, Peserta pengirim wajib mencruskan instruksi
transfer tersebut dengan ketentuan sehagai berikut :

a. untuk instruksi transfer dari nasabah yang diterima paling lambat pada
saal berakhimya jam pelayanan nasabah, Peserta pengirim wajib
meneruskan instruksi tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal
diterimanya instruksi transfer dari nasabah pengirim.

b. untuk instruksi transfer dari nasabah yang diterima setelah berakhimya
jam pelayanan nasabah, Peserta penginim wajib meneruskan instruksi
transfer paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.

(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
maka pendebetan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal
yang sama dengan tanggal penerbitan instruksi transfer oleh Peserta
pengirim.

(3) Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer dari \

nasabahnya sesuai dengan Kctentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

U_Mr-’-d//
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|

dan ayat (2), dan Peserta pengirim telash mendebet rekening nasabahnya, |

Peserta pengirim wajib membayar bunga kepada nasabah pengirim sesum |

dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim pada :

Peserta penginm  terhitung sejok tanggal pendebetan rekening nasabah
pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer.

(4) Ketentuan  kewajiban pembayaran bunga scbagaimana dimaksud dalam

ayat (3) tidak berlaku untuk transfer vang berasal dari setoran tunai.

Pasal 28

(1) Peserta pengirim bertanggungjawab atas Kesesuaian penulisan instruksi
transfer yang dikirim melalui Sistem BI-RTGS dengan instruksi yang dibuat
oleh nasabah pengirim.
{2) Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer tidak sesuai
dengan instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim, maka apabila
melalui mekanisme sebagaimana dimaksud Jdalam Pasal 29 penerima dana
yang berhak tidak akan menerima dana sesuai dengan ketentuan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 35, Peserta pengirim wajib atas beban Peserta
pengirim menerbitkan instruksi transfer baru sesuai dengan instruksi transfer
nasabah pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dan Peserta penerima
atau nasabah penerima yang tidak berhak.
(3) Penerbitan instruksi transfer baru schagaimana dimaksud dalam ayat (2)
wajib dilakukan pada
a. tanggal yang sama dengan tanpgal diketahuinya ketidaksesuatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila ketiduksesuaian diketahui
paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhimya batas waktu
{window time) jenis transaksi tersebut; atau

b. hari kerja berikutnya paling lambat pukul 09.00 waktu sclempat, apabila
ketidaksesuaian diketahui sctelah batas wakiu sebagaimana dimaksud
dalam huruf a. *

(4) Dal ' /
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(4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta
pengirim wajib membayur bunga kepada nasabah pengirim sesuai dengan
bunga vang berlaku untuk jenis rekening nasabah penginim yvang dibebani
untuk transfer terkait, terhitung sejak tanggal pendebelun rekening nasabuh
pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru.

(5) Dalam hal Pesena penginm telah melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam ayamt (2), muka dans vang salah terkirim dapat diminta
kembali oleh Peserta  pengirim  kepada  Peserta  pencrima  dengan

menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dulum Pasal 29.

Pasal 29

(1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2), penggunaan mekanisme
Pasal ini olch Peserta penginm untuk memenuhi hak penerima dana hunya
dapat dilakukan apabila Pesena pengirim mempunyai keyvakinan bahwa
penerima dans vang berhak akan menerima dana sesunl dengan Ketentuan
Pasal 35.
(2) Mekanisme koreksi vang dilakukan olch Peserta pengirim sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. untuk ketidoksesuaian data identitas Peserta penerima, identitas nasabah
penerima, dan atau juminh dana yang ditransfer, Peserta pengirim
melakukan permintaan koreksi kepada Peserta penerima dengan cara
|. menginmkan transaksi satu rupinh, yaim transaksi dengan nominal
Rp 1,00 (satu rupiah), kepads nomor rckening 1 (satu), dengan
payment detadl yang berisi peruhahan identitas Peserta penerima dan
atau identitas nasabah pencrimn (wdrimate beneficiary) atan permintaan
pengembalian dana; dan

2. mengiimkan administrative  message yang berisi  pembebasan

tanggung jawab (indemnity) Peserta pencrima oleh Peserta pengirim.

)
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b.

L]

untuk duplikasi pelaksanaan instruksi transfer, Peserta pengirim

melakukan permintaan koreksi kepada Peserta penerima dengan cara ¢

l. mengirimkan transaksi satu rupiah, yaitu transaksi dengan nominal
Rp 1,00 (satu rupiah), kecpada nomor rekening | (satu), dengan

payment detail yang bensi permintaan pengembalian dana; dan

=

mengirimkan administrarive message yang bensi  pembebasan
lunggung jawab (indemnity) Peserta penerima aleh Peserta pengirim.
untuk  ketidaksesuaian pada data selain data sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, permintaan koreksi kepada Peserto pencrima
dilakukan dengan mengirimkan administrative message vang berisi ;

1. permintaan perubahan data; dan

2. pembebasan langgung jawab (indemnity) Peserta penerima oleh
Peserta pengirim.

(3) Pembebasan tanggung jawab (indemnity) Peserta penerima oleh Peserta

pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi pemyataan |

d.

B - R0 P L) - 0 - T - B0 A

pembebasan tanggung jawab Peserta penerima, termasuk seluruh
karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pembayaran,
terhadap berbapai kemungkinan klaim, gugatan, kewajiban, biaya-biaya
termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, tuntutan atau
kerugian yang diakibatkan oleh pengembalian dana vang dilakukan oleh
Peserta penerima, baik atas permintaan Peserta pengirim atau karena
Peserta penerima  harus  melaksanakan kewajiban  sesuai  dengan
pernyataan dalam permnbebasan tanggung jawab (indemnity): dan

kesediaan Peserta pengirim untuk menanggung scgzala biava yang terkail
denpan klaim, gugatan, tuntutan, dan kewajiban lainnya, termasuk biaya
penyelesaian hukum dan biaya lainnya, serta kerugian yang dihadapi oleh
Peserta penerima sebagai akibat dari penarikan kembali dana dani nasabah

penerima yang tidak berhak.
[
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(4) Permintaan korcksi dari Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam
ayal (2) berlaku apabila permintaan tersebut diajukan paling lambat 60 {enam
puluh) hari kalender sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta
penerima di Bank Indonesia.

(3) Dalam hal permintaan koreksi dilakukin setelah Jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayar (4), maka Peserta penerima tidak wajib unmk

memenuhi permintaan Peserta pengirim.

(6) Dalam hal tegadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penagihun
kepada penerima dana yang tidak berhak dilakukan oleh Peserta pengirim.

(7) Apabila terjadi kondisi sebagaimana Jimaksud dalam aval (6), Peserla
penerima wajib membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data
yang terkait dengan ;

a. pengkredilan rekening penerima dana yang tidak berhak: dan
b. identitas penerima dana yang tidak berhak yang tercatat dalam

administrasi Peserla penenima.
Pasual 30

Dalam hal Pesenta pengirim meminta pengembalian dana dari Peserta penerima
atau meminta Peserta penerima untuk menymnpaikan duna kepada penerima
dana yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Peserta penerima
wajib segera meluksanakan permintean tersebul sesuai dengan  ketentuan
Pasal 32 dan Pasal 33.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta Pencrima
Pasal 31

(1) Peserta penerima wajib  menyampaikan dana kepada penerima dana
sebagaimana tercantum dalam confirmation advice yang diterimanya dengan

memperhatikan ketentuan yang berlaku,
f

2 ;
(2) Lntu /
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(2) Untuk transfer yang ditujukan kepada penerima dana yang memiliki rekening
di kantor Peserta penerima, Peserta pencrima wajib mencocokkan nama dan
nomor rekening penerima dana yang tercantum dalam confirmation advice

vang diterima melalui Sistem BI-RTGS dengan nama dan nomor rekening

|
|
.
|
|
|
penerima dana yang tercantum dalam tata usaha rekening/administrasi di ‘
Peserta penerima. |
(3) Untuk transfer yang ditujukan kepada penerima dana yang tidak memiliki ‘
rekening di kantor Peserta penerima, Peserta penerima wajib mencocokkan

nama penerima dana yang tercantum dalam confirmation advice dengan |

identitas penerima dana,

Pasal 32

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara nama dan nomor rekening penerima
dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 avat (2), atau antara nama
penerima dana vang tercantum dalam confirmation advice dengan identitas
penerima dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), dan Peserta
penerima mengambil Kkeputusan untuk melaksanakan pembukuan atau
pembayaran, maka apabila di kemudian hari terdapat permintaan dari Peserta
pengirim untuk mengembalikan dana kepada Peserta pengirim atau untuk
menyampaikan dana kepada penerima dana yang berhak pada Peserta
penenma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Peserta penerima wajib
mengembalikan atau menyampaikan dana tersebut sesuai dengan permintaan
Peserta pengirim.

(2) Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan permintaan koreksi kepada Peserta
peneruna Karena transler seharusnya ditujukan kepada Peserta penerima yang
lain, sedangkan Peserta penerima telah meneruskan instruksi transfer kepada
penerima  dana  vang tidak  berhak, maka Peserta penerima wajib
mengembalikan  dana  kepada Peserta pengirim  tanpa menungen

pengembalian dana dari penerima dana yang tidak berhak.
f

(33 l)ain%]&
/
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(3) Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan permintaan koreksi kepada Peserta
penerima karena transfer seharusnya ditujukan kepada penerima dana vang
lain di Peserta penerima, Peserta penerima wajib menyampaikan kepada
penerima dana vang berhak tanpa menunggu pengembalian dana dari
penerima dana yang tidak berhak.

(4) Pengembalian atau penvampaian dana sebagaimana dimaksud dalam avat (2)
dan ayal (3) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal permintaan koreksi dari Peserta pengirim.

(3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam avat (2), Peseria
penenima wajib memberikan bunga kepada Peserta pengirim sesuai dengan
lingkal bunga yang diatur dalam kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-
Laws) terhitung sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima
sampai tanggal pengembalian dana.

(6) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta
penerime wajib memberikan bunga kepada penerima dana vang berhak pada
Peserta penerima sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis
rekening penerima dana yang bersangkutan terhitung sejak tanggal
pengkreditan Rekening Giro Peserta pencrima sampai tanggal penyampaian

dana.

Pasal 33

(1) Dalam hal Peserta penerima telah melaksanakan instruksi transfer sesuai
dengan ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dan Peserta
pengirim mengajukan permintaan untuk mengembalikan dana kepada Peserta
pengirim atau untuk menyampaikan dana kepada penerima dana yang berhak
pada Peserta penerima sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 29, Peserta
penerima wajib memberikan langgapan kepada Peserta pengirim paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan koreksi dari Peserta

(2) I'Hnggﬂﬂﬁh;}

Pengirim.
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(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakokan dengan
mempertimbangkan pembebasan tanggung jawab (indemnity) yang diterima
dari Peserta pengirim dan kebijakan serta ketentuan internal Peserta
penerima.

(3) Dalam hal Peserta penerima tidak dapat mengembalikan atau menvampaikan
dana sesuai dengan permintaan Peserta pengirim, Peserta pengirim
melakukan penagihan dana yang salah terkirim tersebut secara langsung
kepada penerima dana yang tidak berhak.

(4) Apabila ierjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalum ayat (3), Pcserta
penerima wajib membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data
vang terkail dengan :

a. pengkreditan rekening penerima dana yang tidak berhak: dan
b. identitas penerima dana yang tidak berhak yang tercatat dalam
administrasi Peserta penerima.

(5) Dalam hal Peserta penerima dapat menarik kembali dana dari penerima dana
yang tidak berhak, penarikan dana dan pengembalian dana kepada Peserta
pengirim atau penyampaian dana kepada pencrima dana yang berhak meliputi
jumlah dana yang ditransfer dan bunga vang telah dibayarkan atau terhutang
kepada penerima dana yang tidak berhak.

Pasal 34

(1) Kewajiban Peserta penerima untuk melakukan pengembalian dana atau
memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33 hanya
berlaku dalam hal permintaan pengembalian atau penyampaian dana dari
Peserta pengirim diterima paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak
tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

(2) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) terlampaui, apabila terdapat permintaan dari Peserta pengirim

v
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untuk melakukan pengembalian atau penyampaian dana sesuai dengan
Pasal 32 dan Pasal 33, Peserta penerima dapat mempertimbangkan untuk
menolak atau menerima permintaan tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak tanggal permintaan koreks: dar Peserta pengirim. -

(3) Dalam hal Peserta penerima menolak permintaan pengembalian  atau
penyampaian dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta pengirim
melakukan penagihan dana secara langsung kepada penerima dana vang tidak
berhak.

{4) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam avar (3), Pesera
penerima wajib membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data
yang terkait dengan :

a, pengkreditan rekening penerima dana vang tidak berhak; dan
b. identitas penenma dana yang tidak berhak yang tercatat dalam
administrasi Peserta penerima.

(5) Dalam hal Peserta penerima menyvetujui permintaan Peserta pengirim
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengembalian dana atau penyampaian
dana meliputi seluruh dana yang ditank kembali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (5).

Pasal 35

(1) Peserta penerima wajib menyampaikan dana yang ditujukan kepada penerima
dana segera setelah Penyelenggara mengkredit Rekening Giro Pescria
penerima di Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

a, Transfer untuk penerima dana yang memiliki rekening di kantor Peserta
penerima ;

I. untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di

Bank Indonesia paling lambat pada saat berakhimya batas waktu

penyelesaian transfer atas nama nasabah, kantor Peserta penerima

wajib mengkredit dana tersebut ke rckening penerima dana pada

tanezal.
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tanggal valuta yang sama dengan tanpgal pengkreditan Rekening Giro
Peserta penerima di Bank Indonesia.

2. apabila Peserta penerima tidak dapat mengkredit dana ke rekening
penerima dana pada tanggal valuta yang sama. kantor Peserta penerima
wajib melakukan pengkreditan paling lambal pukul 09.00 wakm
setempat hari kerja berikutnya dengan menggunakan tanggal valuta

hari sebelumnya, atau memberikan bunga kepada penerima dana sejak

tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di DBank
Indonesia dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rckening
penerima dana,

3. untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di
Bank Indonesia setelah berakhimya hatas waktu penyelesaian transfer
atas nama nasabah atau pada periode perpanjangan waktu penyelesaian
transfer atas nama nasabah, kantor Peserta penerima wajib mengkredit
dana terscbut ke rekening penerima dana paling lambat pada
pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya,

4. apabila Peserta penerima tidak mengkredit dana ke rekening penerima
dana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 3,
Peserta penerima wajib membayar kompensasi kepada penerima dana
sesual bunga yang berlaku untuk jenis rekening tersebut ditambah
dengan tingkat kompensasi yang ditelapkan oleh Bank Indonesia
dengan maksimum kompensasi scbesar 200 (dua ratus) basis points
dengan ketentuan sebagai berikut
a) untuk keterlambatan pengkreditan schagaimana dimaksud Jdalum

angka 2, kompensasi bunga dihitung sejak tanggal wvaluta
pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia,
b) untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam

angka 3, kompensasi bunga dihitung sejak 1 (satu) hari setelah

-
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tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di
Bank Indonesia.
Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indenesia ini tingkat kompensasi '
yang berlaku ditetapkan sebesar 200 (dua ratus) basis points,
b. Transfer untuk penerima dana vang tidak memiliki rekening di kantor

Peserta penerima : /

. kantor Peserta penerima wajib mengirim surat pemberitahuan |
mengenai tersedianva dana hasil transfer kepada penerima dana pada
tanggal yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Pescrta
penerima di Bank Indonesia atau paling lambat pada hari kerja
berikutnya.

2. apabila berdasarkan pertimbangan tertentu kantor Peserta penerima
tidak dapal menginm surat pemberitahuan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam angka |. surat pemberitahuan wajib
dikirim pada tanggal diterimanya informasi transfer di kantor Peserta
penerima atau paling lambal hari kerja berikutnya.

(2) Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan instruksi transfer sesuai dengan
instruksi transfer dari nasabah pengirim namun Peserta penerima melakukan
pengkreditan dana kepada penerima dana vang berbeda dari penerima dana
yang tercantum dalam confirmation advice, Peserla penerima  wajib
menyampaikan dana kepada penerima danu yang berhak pada tanggal yang
sama dengan tanggal diketahuinya kesalahan tanpa menunggu pengembalian
dana dari penerima dana yang tidak berhak.

{3) Dalam hal terjadi kondisi schagaimana dimaksud dalam ayat (2}, Peserla
penerima wajib membayar bunga kepada penerima dana yang berhak sesuai
dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening penerima dana
lersebut, terhitung sejak tanggal scharusnya rekening penerima dana yang
berhak dikredit sesuai dengan ketentuan ayat (1) sampai tanggal pelaksanaan
pengkreditan rekening penerima dana yang berhak tersebut, f

(4) Ketentul]/
Y
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{(4) Kelenluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanyva berlaku uniuk
transfer yang ditujukan kepada penerima dana yang memiliki rekening di

kantor Peserta penerima.

BAB VI ‘
RONDISI GANGGUAN DAN KEADAAN DARURAT |
Pasal 36 |
(1) Dalam hal terjadi kondisi gangguan terhadap RCC Utama, atau dalam lial |
terjadi  keadaan darurat di lokasi produksi Penyelenggara, sehingga
Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC Utama, Penyelenggara
menggunakan RCC Bact-up dan memberitahukan kondisi tersebut kepada
Peserta berikut langkah-langkah vang perlu dilakukan
(2) Dalam hal Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC Back-up
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyelenggara menerapkan Business
Continuity Plan atau Disaster Recovery Plan dan memberitahukan kondisi
tersebut kepada Peserta berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Pasal 37

(1) Dalam hal RCC tidak berfungsi schingga menyebabkan Peserta tidak dapat
melaksanakan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, kewajiban Peserta yang
terkail dengan pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang tidak dapat terlaksana karena
tidak berfungsinya RCC ditunda pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya
kondisi tidak berfungsinya RCC.

(2) Peloksanaan ketenman scbaguimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan

dengan memperhatikan penyesuaian Jam Operasional dan petunjuk lainnya

(3) L'Jalag‘_[f][-?
|

yang ditetapkan Penyelenggara.
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(3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta |
wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan yang terkait dengan |

penyelesalan dana transfer.
Pasal 38

(1) Dulam hal R1 Server Utama Peserta mengalami kondisi pangguan, Peserta
melakukan trunsaksi Sistem BI-RTGS dengan menggunakan RT Server
Hack-up Peserta. |

(2) Dalam hal RT Server Back-up Peserta juga mengalami kondisi gangguan,

Feserta melakukan transaksi Sistem BI-R1GS dengan menggunakan Cek
Bank Indonesia dan atan Bilyet Giro Bank Indoncsia untuk dibukukan oleh
Penyelenggara.

(3) Dengan tidak mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Penyclenggara berdasarkan pertumbangan tertentu dapat memberikan
persetujuan kepada Peserta vang RT Server Ulamanya mengalami kondisi
gangguan untuk langsung menggunakan Cek Bank Indonesia dan atau Bilyet
Giro Bank Indonesia dalam melakukan transaksi Sistem BI-RTGS.

Pasal 39

Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada Peserta sehingga Peserta tidak dapat
menggunakan RT Server Back-up atau Cek Bank Indonesia dan atau Bilyet Giro
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, atau dalam hal terjadi
keadaan darurat di Pescrta, Peserta wajib memberitahukan keadaan tersebat
kepada Penyelenggara dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Business Continuiry Plan atau Disaster Recovery Plan Peserta
yang hersangkutan

BAB VII

PENGAWASAN
Pasal 40

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak

langsung terhadap pelaksanaan Sistem BI-RTGS pada Peserta.
(2} mguwusmﬁ'ﬁlq
/!
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara herkala
dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam syat (1) dan ayat (2) dilakukan
terhadap kepatuhan Peserta pada Peraturan Bank Indonesia ini desi peratiran
pelaksanaannya serta Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank
Indonesia dan Pesenia,

{4) Bank Indonesia dapat menungaskan pihak lain untuk dan atas numa Bank
Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung sehagaimana dimaksud
dolon ayvat (1),

{5) Dalam rangka pengawasan langsung schagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Peserta wajib memberikan :

a. keterangan dan data yang terkait dengan pelaksanaan Sistem BI-RTGS;

b, kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung sarana fisik
dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan operasional Sistem
BI-RTGS; dan atau

¢. hal-hal lain yang diperlukan.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 41

(1) Peserta Langsung yang tidak menyediakan RT Server Back-up sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b atau menyediakan RT Server Back-
up namun tidak berfungsi dengan baik, dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis,

(2) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyediakan RT Server
Back-up yang berfungsi dengan baik paling lambat 6 (enam) bulan terhitung
sejak tanggal surat teguran tertulis.

(3) Dalam hal Peserta tidak menyediakan RT Server Back-up yang berfungsi
dengan baik dalam jangka waktu scbagaimapa dimaksud dalam ayat (2),

EESEH:{M/’
4
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Peserta dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 20.000.000,00
(dua pulub juta rupish),

(4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayvat (3) wajib menyediakan RT Server
Back-up yang berfungsi dengan baik paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal pengenaan sanksi seﬁngaimana dimaksud datam ayat (3).

(3) Dalam hal Peserta tidak menyvédiakan RT Server Back-up vang berfungsi
dengan baik dalam jangka wakm paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
dikenakannya sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3), stotus kepesertuan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (swspend)
sampai dengan tersedianya RT Server Buck-up vang berfunpsi dengan baik,

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}, avat (2), avat (3), avat (4) dan
ayat (5) tidak berlaku apabila RT Server Back-up tidak berfungsi dengan baik
karena :

a. gangguan saluran komunikasi,
b. keadaan darurat; atau

¢. alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Penyelenggara.

Pasal 42

(1) Peserta Tidak langsung yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi
Peserta Langsung dalam jangka waktu sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5). dikenakan sunksi administratif berupa teguran
tertulis.

(2) Peserta scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persvaratan
untuk menjadi Pescita Langsung paling lambat 3 (Lga) bulan werhitung sejak
tanggal surat teguran tertulis.

(3) Dalam hal Peserta tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pesena
Langsung dalam jangka wakiu scbagaimana dimaksud dalam ayat (2), status
kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (suspend) sampai dengan

I‘u&a](ﬂj

Peserta mememuhi persyaratan.
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Pasal 43

(1) Peserta yang dalam menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimuna
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huraf h tidak mengacn atau bertentangan '
: y dengan Peraturan Bank Indonesia ini, peraturan pelaksanaannya dan atau
kesepakatan tertulis antar Peserta (Bve-Laws), dikenakan sanksi administratif

berupa teguran tertulis,

(2) Peserta wajib menyusun kebijukan dan prosedur tertulis yang mengacu pada

Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya serta
kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws) paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.

{3) Dalam hal Peserta tidak menyusun kebijakan dan prosedur tertulis dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta dikenakan
sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.

(4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menyusun kebijakan dan
prosedur tertulis yung mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini dan
peraturan pelaksanaannya serta kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws)
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis
kedua,

(5) Dalam hal Peserta tidak menyusun kebijakan dan prosedur tertulis dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam avat (4), status kepesertaan
Peserta diubah menjadi ditangguhkan (suspend) sampai dengan Peserta

memenuhi kewajiban.

Pasal 44

(1) Peserta yang tidak menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf ¢

(2) Rﬁ\%
i

angka 1, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
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(2) Peserta wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat
3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.

(4} Dalam hal Peserta tidak menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam uyat (2), Peserta dikenskan
sanksi administralif berupa surat teguran tertulis kedua.

(4) Peserta  sebapaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menyampaikan
kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal surat teguran tertulis kedua,

{5) Dalam hal Peserta tidak menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), stams kepesertaan
Peserta diubah menjadi ditangguhkan (suspend) sampai dengan Peserta
memenuhi kewajiban.

Fasal 45

(1) Peserta yang diketahui atau ditemukan tidak menyampaikan perubahan
kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) hurul c angka 2, dikenakan sanksi administratif
berupa teguran tertulis.

{2) Peserta wajib menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis
paling lambat | (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.

(3) Dalam hal Peserta tidak menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur
tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam avat (2), Peserta
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.

(4) Pesertn  sebagumimuna  dimaksud dalam ayat (3) wajib menyampaikan
perubahan kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak
tanggal surat teguran tertulis kedua.

(5) Dalam hal Peserta tidak menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur

tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), status

kepesertaarn,
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kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (suspend) sampai dengan

Peserta memenuhi kewajiban.

Paspl 46

(1) Peserta yang tidek melakukan pemerksasn intermal dan ateu  tidak
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal sebagmimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis.

(2) Peserta wajib melakukan pemeriksaan internal dan atau menyompaikan
laporan hasil pemeriksaan internal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal surat teguran tertulis.

(3) Dalam hal Peserta tidak melakukan pemeriksaan internal dan atau tidak
menyampaikan laporan hasil pemenksaan internal dalam jangka wakiu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta dikenakan sanksi administratif
berupa teguran tertulis kedua.

(4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan pemeriksaan
internal dan atau menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal paling
Jambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat teguran tertulis kedua,

(5) Dalam hal Peserta tidak melakukan pemeriksaan internal dan atau tidak
menyumpaikan laporan hasil pemeriksaan internal dalam jangka waktu
scbagaimana dimaksud dalam ayat (4), status kepesertaan Peserta diubah
menjadi  ditangguhkan (suspend) sampai dengan Peseria memenuhi

kewajiban.

Pasal 47

(1) Peserta yang tidak melakukan sectrity audit dan atau tidak menyumpaikun
hasil security audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf ¢,
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Mﬂm[‘&ﬂ
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(2) Peserta wajib melakukan security audif dan atau menyvampaikan hasil

security audit paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat

teguran tertulis.
(3) Dalam hal Peserta tidak melakukan secwrity audir dan atan tidak
menyampaikan hasil secwrity audir dalam jangka wakwmu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2), Peserta dikenakan sanksi administratif berupa

teguran tertulis kedua,

{4) Peserta scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan security
audit dan atau menyampaikan hasil security audit dalam jangka wakw 3
(tiga) bulan terhitung sejak tangeal sural teguran tertulis kKedua.

(5) Dalam hal Peserta tidak melakukan security audit dan atau tidak
menyampaikan hasil secwrity audit dalam jangka waktu sebagmimana
dimaksud dalam ayal (4), status kepesertaan Peserta diubah menjadi

ditangguhkan (suspend) sampai dengan Peserta memenuhi kewajiban.
Pasal 4§

(1) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengumumkan besarnya
biaya transfer melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dikenakan sanksi
administratil berupa teguran tedulis.

(2) Peserta wajib membuat pengumuman dan memberitahukan pelaksanaan
pengumuman tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empal belas)

hari kalender terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.

Pasal 49

Pengurus dan atau pejabat cksekutif Bank Peserta yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif
berupa teguran tertulis dan pelanggaran tersebut akan dicatat dalam database

track record pengurus atau pejabat eksekutif tersebut di Bank Indonesia.

Pasal.
* £y
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Pasal 50

Peserta penerima yang tidak mengirimkan pemberitahuan kepada nasabah
penerima dana dalam jangka wakm szebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

avat (1) hurut b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 51

(1) Peserta wang tidak memberkan Keterangan dan data dan atau tidak
memberikan  kesempatan  untuk  melakukan  pengawasan  langsung
schagaimana dimaksud dalam Pasal 40 avat (5) dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis,

(2) Peserta wajib memberikan keterangan dan data paling lambat 7 (mjuh) hari
kalender, atau membenkan kesempatan untuk melakukan pengawasan
langsung paling lambat 3 (uga) han Kalender terhitung sejak tanggal surat
teguran tertulis,

(3} Palam hal Peserta tbdak memberikan Keterangan dan data atau tidak

memberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan langsung dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam avat (2), status kepesertaan
Peserta diubah menjadi ditangguhkan (suspend) sampai dengan Peserta
memenuhi kewajiban.

Pasal 532
Dalam hal Pihak Sclain Bank menyimpang dari ketentuan Pasal 53 ayat (2),
status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (suspend).

BAD IX
LAIN-LAIN
Pusal 33
Kewajiban Peserta dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi Bank

Indonesia sebagai Peserla, kecuali ketentuan yang berkaitan dengan ;

a. pembayaran bunga dan kompensasi;

b. pembua !
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b. pembuatan perjanjian dengan Penyelenggara; dan

¢, sanksi administratl,

Pasal 34

Untuk Buank Syarizh dan unit usaha syariah dari Bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional yang juga melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip svaniah, Ketentuan pengenaan bunga dan kompensasi dalam

Peraturan Bank Indonesia ini disesudikan Jengan prinsip syariah yang berlaku.
Pasal 55

(1) Kewajiban Peserta dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi Pihak
Selain Bank scbagai Peserta, kecuali ketentuan yang berkaitan dengun
pembayaran bunga dan kompensasi.

(2) Pthak Selain Bank wajib mcloksanokan transaksi mclaloi Sistem BI-RTGS
sesual dengan tujuan penggunaan Rekening Giro sebagaimana ditetapkan
dalam perjanjian antara Bank Indonesia dan Pihak Selain Bank.

BAB X
KETENTUAN PERAL [HAN
Pasal 56

Bank dan Pihak Seclain Bank yang telah menjadi Peserta pada saal
diberlakukannya Peraturan Bank Indenesia ini wajib menyediakan RT Server
Back-up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan memenuhi
kewajiban scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf ¢ angka 1 dan
huruf ¢ paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank
Indonesia ini.

Pusal 57

(1) Kewajiban Peserta penerima untuk mencogokkan nama dan nomor rekening

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diberlakukan mulai 6 (enam)

(2) Scluma"@?

bulan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
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{(2) Selama masa peralihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila
Peserta pengirim melakukan kesalahan transfer yang menyebabkan (ransfer
diterima oleh pencrima dana vang lidak berhak, dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam avat (6) dan ayat (7) Pasal ini serta
mekanisme Koreksi  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 29 dan
mempertimbangkan pembebasan tanggung jawab (indemnity) yang diterima
dari Peserta pengirim dan kebijakan serta ketentuan intemal Peserta
penerima, Peserta penerima wajib menarik kembali dana dari penenma dana
yang tidok berhak pada tanggol yong sama dengan tanggal dikelnhuinya
kesalahan transfer tersebut oleh Peserta penerima.

(3) Dana yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib
dikembalikan kepada Peserta pengirim atau, dalam hal penerima dana yang
berhak merupakan nasabah Peserta penerima, Peserta penerima wajib
menyampaikan dana kepada penerima dana vang berhak, pada tanggal yang
sama dengan tanggal ditariknya kembali dana sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) atau paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.

(4) Dalam hal dana scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah ditarik oleh
penerima dana yang tidak berhak, Peserta pengirim wajib mengirim instruksi
transfer yang baru kepada penerima dana yang berhak tanpa menunggu
pengembalian dana dari Peserta pencrima.

(5) Dalam hal Peserta penerima lidak dapat mengembalikan dana sesuai dengan
ketentuan schagaimana dimaksud dalam ayat (3) karena dana telah ditarik
oleh penerima dana yang tidak berhak, penagihan kepada penerima dana
yang tidak berhak dilakukan oleh Peserta pengirini.

(6) Dalam hal kesalahan diketahui berdasarkan informasi Peserta pengirim,
kewajiban Pesertn penerima untuk melakukan pengembalian dana kepada
Peserta pengirim atau penyampaian dana kepada penerima dana yang berhak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya berlaku apabila permintaan

Pcscrta.'wﬂ
rd
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Peserta pengirim diterima dalam batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) |
hari kalender sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di |
Bank Indonesia. '

(7) Batas waktu Peserta penerima uatuk memberikan tanggapan atas permintaan |
Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah paling lambat !
10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanva permintaan Pesera '
Pengirim,

(%) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) han Kalender sebapaimana dimaksud
dalam ayat (6) terlampuui, apabila terdapat permintaan dari Peserta pengirim
untuk melakukan pengembalian atau penyampaian dana, Peserta penerima
dapat mempertimbangkan untuk menolak atau menerima permintaan
lersebut.

(9) Dalam hal Peserta penerima menolak permintaan pengembalian atau

penyvampaian dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), Peserta penginm
melakukan penagihan dana secara langsung kepada penerima dana yang tidak
berhak.

(10) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), Pesena
penerima wajib membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data
vang terkait dengan
a. pengkreditan rekening penerima dana yang tidak berhak; dan
b. identitas penerima dana yang tidak berhak yang tercatat dalam

administrasi Peserta penerima

(11} Dalam hal penerima dana yang tidak berhak telah mengembalikan dana
kepada Peserta penerima, mmnun Peserla penerima Gduk mengembalikan atau
menyampaikan dana dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3), Peserta penerima wajib membayar bunga kepada Peserta pengirim
terhitung sejak tanggal pengembalian dana dari penerima dana yang tidak

berhak sampai dilaksanakannya pengembalian dana kepada Peserta

EEIJ.ELHFQH/]
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penginm dengan tingkat bunga sebagaimana diatur dalam  Kesepakatan
tertulis antar Peserta (Bye-Laws).
Pasal 58
Peraturan Sistem BI-RTGS. perjanjian vang berkaitan dengan Sistem BI-RTGS
dan Buku Pedoman Teknis Sistem BLRTGS vang telah dikeluarkan sebelum
berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, sepanjang tidak benentangan dengan
Peraturan Bank Indonesia ini, dinyataken tetap berlaku sampai dengan dicabut,
diganti atau diperbaharui.
Pasal 59

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam

Surat Edaran Bank Indonesia.

Bap X1
KETENTUAN PENUTLIP
Pasal 60

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanppal 11 Maret 2004

GUBERNUR BANK IN-DG.\EESIA(G/‘K

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 28
DASP
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PENJELASAN
ATAS |
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/ 8 /PB1/2004 |
[ENTANG
SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT

UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomeor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung
terwujudnya sistem pembavaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Adanya
sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal dimaksudkan untuk
mendukung  stabilitas sistem  keévangan. Upaya untuk mewujudkan sistem
pembayaran yang dapat mendukung stabilitas sistem kevangan dilakukan secara
berkesinambungan melalui penurunan berbagai risiko sistern pembayaran
nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bank Indonesia telah
mengimplementasikan  Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
(Sistem BI-RTGS) yang merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta
khususnya Bank dalam mata uang Rupiah yang penyelesaian transaksinya
dilakukan sccarn scketika per transoksi sccara individual,

Manfaat diterapkannya Sistem BI-RTGS, selain menurunkan risiko sistemn

pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian Penvelesaian Akhir, juga
menyediakan tambahan pilihan sarana transfer vyang cepat, efisien,
aman dan handal, serta menyediakan informasi saldo Rekening Giro

f

B VG PR AR 30T - 2008- A



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BANK INDONESIA

Bank secara real time dan menveluruh sehingga dapat membantu Bank ‘
meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas, |
Scbagai salah satu pilihan sarana transfer bagi para pihak yang

menggunakan sistem ini, penggunaan Sistem BI-RTGS memberikan pengertian

real time tidak hanya pada level Bank, tetapi juga diharapkan pada level nasabah.

Untuk lebih mendorong Bank menjalankan prinsip kehati-hatian dan lebih
memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan transaksi melalui Sistem Bl-
RTGS, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS
dalam Peraturan Bank Indonesia,

Ketentuan ini antara lain mengatur syarat-syarat kepesertaan, status
kepesertaan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab Peserta dan Penyelenggara,
mekanisme pelaksanaan penggunaan Sistem BI-RTGS dalam kondisi normal dan
keadaan darurat serta pengamanan Sistem BI-RTGS. Sejalan dengan itu, untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan penggunaan Sistem BI-RTGS dan
menimimalkan risiko yang mungkin timbul, Bank Indonesia sebagai
penyelenggara Sistem BI-RTGS, mempunyai kewenangan untuk melakukan

pengawasan terhadap Peserta baik secara langsung maupun tidak langsung.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Untuk menjamin kehandalan RCC Back-up, Penyelenggara sewaktu-
waktu dapat menggunakan RCC Back-up untuk kegiatan operasional

dalam kondisi normal. (
Hu
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Huruf ¢
Cukup jelas |
Huruf d

g

Yang dimaksud dengan aplikasi RT adulah program aplikasi Sistem _
BI-RTGS yang disediakan oleh Penvelenggara vang dipasang pada RT. 1
Huruf e '
Cukup jelas
Huruf [
Cukup jelas
Huruf g
Pelayanan kepada Peserta berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem

BI-RTGS antara lain meliputi pendaftaran, perubahan dan pencabutan
kepesertaan.

Pasal 3
Ayat(l) .
Jenis biaya penggunaan Sistem BI-RTGS antara lain biaya transaksi dan
biaya perpanjangan Jam Operasional.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

B 0 PR LA P 0 000 - b
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Ayuar (3)
TInit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang melakukan
kegiatan usaha secars konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk
“dari kantor cabang syariah dan atau unit syvariah, atau unit kerja di kantor
cabang dan suatu Bank vang berkedudukan di luar negeri vang melakukan
kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai Kantor induk
dari kantor cabang pembantu svariah dan atau unit svariah.

Avat {4)
Setiap pemegang Rekening Giro di Bank Indonesia tidak secara olomatis

dapat menjadi Peserta.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan sarana pendukung antara lain printer dan
modem untuk saluran komunikasi dial up.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayal (5)
Yang dimaksud pertimbangan tertentu dalam avat ini antara lain adanya

rencana merger, akuisisi, konsolidasi, atau perubahan jenis usaha yang .

f |

akan mempengaruhi keikutsertaan Peserta dalam Sistem BI-RTGS.
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Ayat (6)
Huruf o
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan permintaan khusus dalam huraf ini antara lain
berkaitan dengan perlunya dilakukan pengawasan khusus terhadap
transaksi Peserta
Instansi atau pihak yang berwsnang untuk mengajukan permintaan
perubahan Kepesetaan Bank dalam  huruf ini  odoloh Beok
Indonesia.
Avat(T)
Yang dimaksud dokumen dalam ayat ini antara lain Perjanjian
Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement antara
Bank Indonesia dan Peserta, surat kuasa dan dircksi Peserta kepada
pejabatnya, dokumen spesimen tanda tangan, serla dokumen pendukung
lainnya.
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Hurut a
Yang dimaksud dengan mengirim  transfer lermasuk  penyelesaian
transaksi pada Sistem Antrian dalam Sistem BI-RTGS.
Huruf b
Cukup jelas

H‘w@ﬁjj
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Huruf ¢
Fungsi lainnya dalam RT antara lain system, utilities, audit trail, enguiry,
adminisirative message, database maintenance dan gquene management.

Pasal 9@

Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan
stintus kepesertaan Bank dalam Pasal ini adalah Bank Indaonesia.,
Ayat (1)

Cukup jelas
Avat(2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan preventif dalam huruf ini adalah

antara lain pembekuan kegiatan usaha oleh instansi atau pihak vang
berwenang.

Ayat (4}
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat(b)
Cukup jelas
Pasal 10
Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan
status kepesertaan Bank dalam Pasal ini adalah Bank Indonesia.
Avat {1}
Yang dimaksud fasilitas enguiry adalah fasilitas untuk melihat semua atau

beberapa transaksi tertentu yang telah dibuat, diubah, ditolak, dibatalkan,

Y
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dan disetujui, serta transaksi yang masih belum diselesaikan (pending)
utau telah diselesaikan pada RCC atau RT, dan transaksi titipan

{warehouse).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11

Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan
status kepesertaan Bank dalam Pasal ini adalah Bank Indonesia.
Pasal 12

Yang dimaksud sarana lainnya dalam Pasal ini adalah sarana lain vang
digunakan untuk menyampaikan pengumuman apabila terdapat gangguan
pada RCC schingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan administrative
message,

Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan
status kepesertaan Bank dalam Pasal ini adalah Bank Indonesia.

Pasal 13
Avat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan RT Server Utama, RT Server Back-up, dan
RT Workstation berfungsi dengan baik adalah RT yang dapat
digunakan untuk melakukan berbagai transaksi Ststemn BI-RTGS.
Untuk memastikan RT Server Back-up dapat berfungsi dengan baik,
Peserta sewaktu-waktu dapat menggunakan RT Server Back-up untuk
kegiatan operasional dalam kondisi normal.

Huruf'b

Yang dimaksud dengan kebijakan dan prosedur tertulis dalam ayat ini
adalah aturan tertulis yang ditetapkan oleh direksi dan atau pimpinan
satuan kerja yang merupakan pelaksanaan kebijakan direksi. vang

mengu@d@, :
L
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mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme Kerja.
pengendahian (kontrol), dan askuntabilitas satuan kerja operasional
Sistemn BI-RTGS pada Peserta,

Huruf ¢

Angka |
Cukup jelas

Angka 2
Perubahan yang wajib disampaikan adalah perubahan vang
mendasar terhadap operasional Sistem BI-RTGS.

Huruf d
Yang dimaksud dengan pemeriksaan internal adalah pemeriksaan vang
dilakukan oleh satuan kerja audit intern.

Yang dimaksud dengan keamanan opcrasional Sistem BI-RTGS
meliputi  pelaksanaan sistem dan prosedwr operasional Sistan
BI-RTGS di internal Peserta.

Hurufe
Yang dimaksud dengan security audit adalah pemeriksaan vang
dilakukan oleh auditor internal vang independen dari satuan kerja
operasional  Sistem  BI-RTGS  atau  auditor eksternal  terhadap
keamanan :

a. teknologi informasi internal Peserta:

b. hubungan (imterfoce) antara aplikasi RT denpan sistem internal
Peserta; dan

c. kondisi lingkungan Peserta.

Huruf [
Pengumuman besarnya biaya transaksi dalam ayat ini dilakukan secara
tertulis di setiap kantor Peserta dan diwumumkan pada tempat yang
mudah terlihat oleh nasabah,

Huruf' g
Business Continuity Plan atau Disaster Recovery Plan sekurang-
kurangnya memuat langkah-langkah vang akan dilakukan dalam hal

I
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terjadi  gangguan untuk memastikan bahwa operasional Sistemn
BI-RTGS di Peserta tetap dapat dilakuken atzu upaya lainnya yang
perlu dilakukan dalam hal sistem back-up tidak dapat digunakan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud pengurus Bank adalah komisaris dan direksi Bank sesuai
dengan kriteria yung diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (/it and proper test).
Yang dimaksud pejabat cksckutif Bank adalah pejabat cksekutif, sesuai
dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (/i and proper test).
Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain melakukan monitoring atas
penerapan security audit dan monitoring atas pemeriksaan internal yang
menjamin keamanan operasional Sistern BI-RTGS sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Bank Indonesia ini vang dapat mendukung diketahuinya
secara dini terjadinya penyimpangan.
Pasal 15
Avat (1)
Yang dimaksud dengan transfer kredit dalam ayat ini adalah transaksi
vang dilakukan oleh Peserts pengirim untuk mendebet Rekening Giro
Peserta penginm di Bank Indonesia dan mengkredit Rekening Giro
Peserta penenima di Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan transfer debet dalam ayat ini adalah transaksi vang
dilakukan olch Bank Indonesia untuk mendebet Rekening Giro Peserta
penerima di Bank Indonesia dan mengkredit rekening lainnya yvang ada di

Bank Indonesia.

4
|

'
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Aval(2)
Huruf'a
Yang dimaksud transaksi single credit dalam huruf ini adalah transfer
kredit vang hanva berisi 1 (satu) instruksi transter. ‘
Huruf b
Yang dimaksud transakst multiple credit dalam huruf ini adalah
trunsfer kredit yang berisi lebih dan 1 (satu) dan maksimum
L} (sepuluh) instruksi transfer untuk diteruskan ke beberapa rekening
nasabah penerima pada satu Peserta penerima.
Pasal 16
Ayat (1)
Transfer deber hanva dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam ranpka
penyelesaian kewajiban Peserta kepada Bank Indonesia atau kepada
pemerintah Republik Indonesia dan korcksi atas transaksi yang diinput
oleh Bank Indonesia.
Ayat (2}
Cukup jelas

Pasal |7
Cukup jelas
Pasal |8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Tranmsaction Reference Number (TRN) dalam
ketentuan i adaleh kode vang terdini dari 8 (delapan) karakter alfu
numeric yang ditentukan oleh Penyelenggara yang berfungsi untuk

mengidentifikasi asal dan tujuan transfer serta rckening yang dituju di

Bank Indonesia.
Aﬁ%
|
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Avat (2)

Tidak dilakukannya penelitian atus kebenarun penggunaan Tramsaction
Reference Number (TBN) dalam ayat ini antara lain Karena Sistem BI-
RTGS tidak melakukan pengecekan'antara Transacrion Reje-*rem_-e Number
{TRN) dengan kolom (fleld) wltimate beneficiary yang memuatl informasi
mengenai penerima dana dan dengan kolom (field) payment derails yang
memual informasi tambahan lainnya yang terkait dengan transter,
Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Avat (1)
Yang dimaksud dengan transfer atas nama nasabah adalah transfer atas
perintah dan atau untuk untung nasabah Peserta.
Avat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Avat(l)
Yang dimaksud dengan saldo yang cukup termasuk pula fasilitas likuiditas
intrahari yang dimiliki oleh Peserta.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan transaksi vang bersifat final adalah merupakan
penjabaran dari pengecualian prinsip zero Aowr rule yang menyatakan
bahwa apabila Peserta pengirim dicabut izin usaha dan dilikuidasi alau
nasabah pengirim dipailitkan, transaksi yang telah dilakukan sebelum
dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha dan likuidasi atau pailit
tidak menjadi batal.

Avat (3)
Cukup jelus '

Paﬁaiyj
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Pasal 22

Avat (1)
Cukup jelas

_Ayat {_,'lj
Penetapan lingkat kepentingan transaksi yang masuk dalam  antrian
dimaksudkan untuk menentukan transaksi dalam antnan yang harus
diselesaikan terlehih dahulu apahila terdapat dana vang cukup dalam
Rekening Giro Peserta dimaksud.

Ayat (3)
Cukup jelas

Avat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Avat(l)
Hurufl a
Cukup jelas
Huruf b
Perubahan Jam Operasional atas permintaan  Peserta  berupa
perpanjangan Jam Operasional.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan gangguan atau kerusakan antara lain gangguan

Hlim%

pada aplikasi dan atau perangkat keras RCC.
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Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan kebijakan antara lain adalabh permintaan
pemerintah dalam rangka pembavaran pajak atau untuk kepentingan I'
Bank Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan moneter.
Avat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan keadaan darurat pada avat ini adalah kendisi
vang menyebabkan Peserta tdak dapat menjalankan  kegiatan
operasional Sistem BI-RTGS untuk sementara waktu pada hari vang
sama dengan terjadinya keadaan darurat vang disebabkan antara lain
oleh bencana alam, keadaan bahava, huru hara, konilik bersenjata,
ancaman bom dan kebakaran pada lokasi produksi,
Yang dimaksud dengan lokasi produksi adalah lokasi kantor Peserta
tempat Peserta yang bersangkutan dapat melakukan berbagai transaksi
melalui Sistem BI-RTGS.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Avyal (6)

Yang dimaksud dengan hal-hal di luar kontrol Peserta antara lain seperti

|
Paéal@g

gangguan saluran kemunikasi.
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Pasal 26
Ayat (1)

Ketentuan vang berlaku antara lain Ketentuan Bank Indonesia mengenai
penerapan prinsip mengenal nasabah (know yowr customer principles) dan
Undang-undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang, khususnya yang terkait dengan pemantagan atas transaksi vang
mencurigakan (suspicious transaction) dan kepastian nasabah pengirim
sebagal pembernt mstruksi transter dalam kedudukannya scbagai pihak
yang bertindak untuk din sendin atau mewakili pihak lain.

Ayt (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Fasal 27
Ayat (1)

Peserta pengirim menyemjui insmuksi wansfer dari nasabah apabila
instruksi transfer tersebut telah memuat informasi yang lengkap dan diisi
dengan benar serta dana yang akan ditransfer telah tersedia.
Yang dimaksud dengan jam pelayanan nasabah adalah batas waktu bagi
nasdbah untuk melakukan transfer melalui Sisterm Bl- RTGS di masing-
masing Peserta sebagaimana diumumkan di Kantor Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayal (3)

B V0o PR AAN] - 207 - T - 7000 - A4

Yang dimaksud dengan sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer
adalah sampai dengan satu hari sebelum tanpgal pelaksanaan instruksi
transfer,

Yang dimaksud dengan tanpgal pelaksanaan instruksi ransfer adalah
tanggal Penyelesaian Akhir instruksi transfer tersebut di Bank Indonesia.
Dalam hal instruksi transfer masih dalam Sistem Antrian dan tidak
terselesaikan sampai akhir hari sehingga instruksi tersebut dibatalkan

oléh.
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oleh RCC, Peserta pengirim tetap wajib membayar bunga terhitung sejak
tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal tefjadinya
Penvelesaian Akhir.

Avat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Avat (2)
Kewajiban Peserta pengirim merupakan konsekuensi dari kewajiban vang
timbul dan hubungan hukum antara Peserta pengirim dengan nasabah
pengirim yakni untuk mengirimkan dana kepada penerima dana sesuai
instruksi transfer dari nasabah pengirim.

Ayat (3)
Ketidaksesuaian dapat diketahui oleh Peserta pengirim yang melakukan
kesalahan atau diketahui langsung oleh Peserta penerima.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer
yang bani adalah sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelaksanaan
instruksi transfer yane baru.
Yang dimaksud dengan tanggal pelaksanaan instruksi transfer adalah
tanggal Penyelesaian Akhir instruksi transfer tersebut di Bank Indonesia.
Dalam hal instruksi transfer masih dalam Sistem Antnan dan tidak
terselesaikan sampai akhir hari sehingga instruksi tersebut dibatalkan oleh
RCC, Peserta pengirim tetap wajib membayar bunga terhitung sejak
tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal terjadinya
Penvelesaian Akhir,

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayl
/
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Ayat (2)
Pihak yang memberikan pembebasan tanggung jawab (indemnity) adalah
Peserta pengirim (instifutional indemnity) dan bukan nasabah Peserta
N pengirim (personal indemnity),
Yang dimaksud dengan payment detail adalah informasi vang berkaitan
dengan transfer yang diisi pada kolom (field) payment derail pada
layar RT.
Avat(3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (6]
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Confirmation advice dalam Pasal ini adalah hasil olahan komputer
(computer print - out) yang tercetak di Pescerta penerima, yang menunjukkan
bahwa Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia telah dikredit.
Kantor Peserta penerima dalam Pasal ini adalah kantor Peserta penerima yang
mempunyai kewajiban langsung untuk menyampaikan dana kepada penerima
dana.
Ayat (1)
Ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai
prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) dan Undang-
undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

khususi
sy
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khususnya vyang terkait dengan pemantauan  atas transaksi  yang
mencurigakan (suspicfous transaction) dan kepastian nasabah penerima
sebagai penenma dana dalam kedudukannya sehagai pihak vang bertindak
untuk diri sendiri atan mewakili pihak lain.

Ayal (2)
Cukup jelas

Avar(3)
Identitas penerima dana antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
Paspor.

Pasal 32

Ayat(l)
Cukup jelas

Avyat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Avat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan sampai tanggal pengembalian dana adalah sampai
dengan satu hani scbelum tanggal pengembalian dana.
Pembayaran bunga kepada Peserta penginim didasarkan pada prinsip
pemanfaatan dana (use of fisids) oleh Pesenta pencnima

Avat (6)
Yang dimaksud dengan sampai tanggal penyampaian dana adalah sampai
dengan satu hari sebelum tanggal penyampaian dana.

Pasal 33

Avat (1)
Tanggapan Pesertn penerima antara lain berisi dapat udaknya dana
dikembalikan atau disampaikun kepada penerima yang berhuk, serta
perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh penerima yang tidak berhak untuk

melakukan rekonsiliasi. :
&xé. ?ﬂ z
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Ayat (2)
Adanya pembebasan tanggung jawab (indemning) vang diterima dari
Peserta pengirim tidak serta merta mewajibkan Peserta penerima untuk
menarik dana dari penerima dana vang tidak berhak dengan mengabaikan ; ] |
kebijakan dan ketentuan internal Peserta penerima, misalnya vang terkait
dengan kewajiban meminla persetujuan dari penerima dana atau pemilik
rekening untuk mendebet kembali rekeningnyva, kecuali dalam perjanjian
pembukaan rekening antara Pesenta penerima dan nasabah Peserta
penerima diatur buhwao dalam hal terjadi kekeliruan pengkreditan rekening
nasabah Peserta penerima berhak melakukan pendebetan rekening
nasabah Peserta penerima  secara langsung tanpa perlu meminta
persetujuan nasabah Peserta penerima terlebih dahulu. Hal yang sama
berlaku juga untuk penerima dana tunai.

Ayat (3}
Cukup jelas

Avat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Kantor Peserta penerima dalam Pasal ini adalah kantor Peserta penerima yang
mempunyar kewajiban langsung untuk menyampaikan dana kepada peneruna

dana.

Ayal (1)

Pengkreditan  Rekening Giro Peserta penerima  dibuktikan dengan

Hu n%

confirmation advice.
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Huruf a

Angka 1
Yang dimaksud batas waktu penyvelesaian transfer atas nama
nasabah adalah batas waktu sesuai dengan Jam Operasional yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia. |

Angka 2
Alasan yang dapat diterima untuk tidak mengkredit rekening
penerima pada tanggal valuta yang sama antara lain karena sistem
teknologi informasi di Peserta pencrima belum terintegrasi dan
atau kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan sarana
komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.

Angka 3
Yung dimaksud batas waktu penyelesaian transfer atias nama

nasabah adalah batas waktu sesuai dengan Jam Operasional vang
ditetapkan cleh Bank Tndonesia.

Angka 4
Cukup jelas

Huruf b

Angka 1
Surat pemberitahuan merupakan dasar bagi penerima dana untuk
mengambil dana di kantor Peserla penerima.
Penyampalan surat pemberitahuan pada hari kerja berikutnya
dilakukan apabila kantor Peserta penerima sudah tutup atau
pengkreditan Rekening Giro Peserta penering dilakuban dalam
periode perpanjangan Jam Operasional.

Angka 2
Penyampaian sural pemberitshuan  pada hari  diterimanya

informasi transfer di kantor Peserta penerima atau paling lambat

0P LAY - 20 - D - 000 - A
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han kerja berikutnva berlaku apabila  Kantor Peserta penerima

berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi

vang tidak mendukung. |
Ayel(2)

Yang dimaksud dengan tangeal diketahuinya kesalahan adalah:

a. apabila kesalahan diketahui olch Peserta penerima, yaitu tanggal yanp
sama dengan tanggal diketemukannya Kesainhan tersebul.

b. apabila kesalashan dibentahukuan oleh Peserta penginm, vaitu tanggal
pada samt Peserta penerima  selesai melakukan verifikasi dan
rekonsiliasi dokumen terkait dengan tranfer dana tersebut,

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan
rekening penerima dana yvang berhak adalah sampai dengan | (satu) han
sebelum tanggal pelaksanaan pengkreditan rekening penerima dana yang
berhak
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat antara lain bencana alam,

keadaan bahaya, huru hara, konflik bersenjata, ancaman bom dan

kebakaran pada lokasi Penyelenggara.

Pemberitahuan oleh Penyelenggara disampaikan melalui Pusat Informasi

Pusar Uang (PIPU) atau sarana lainnya.

Avat (2}

Business Continuity Plan atau Disaster Recovery Plan sekurang-

kurangnya memuat langkah-langkah vyang akan dilakukan dalam hal

terjadi gungguan untuk memastikan bahwa operasional BI-RTGS i

Fenyelenggara tetap dapat dilakukan atau upaya lminnya, yang perlu

dilakukan dalam hal RCC Back-up tidak dapat digunakan.
Pasal.
sty
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Pasal 37
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban Peserta dalam ayat ini misalnya
kewajiban pengiriman instruksi transfer dari nasabah pengirim, kewajiban
pengembalian dana kepada Peserta pengirim, dan kewajiban pengkreditan
rekening penerima karena lidak adanya informasi telah terlaksananya

Penvelesaian Akhir

Ayat (2}

Cukup jelas

Ayat (1)

Langkah-langkah vang diperlukan dalam ayat ini antara lain meliputi
pemberitahuan kepada nasabah mengenai adanya kerusakan/gangguan di
Sistem BI-RTGS dan pemberian altematif penyelesaian dana yang
ditransfer apakah akan diteruskan melalui sarana lain atau diambil secara

tunai,

Pasal 38
Ayat (1)

Cukup jelas

Avat(2)

Cukup jelas

Avat(3)

LR R N E R LR

Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu dalam ayat ini antara lain
waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan RT Server Back-up cukup
lama schingga Peserta tidak mempunyai cukup waktu untuk ielakukan
transaksi tertentu, seperti transaksi penarikan tunai, transaksi dengan
pemerintah dan kewajiban antar Bank yang telah jatuh tempo, sesuai Jam

Operasional.

Mr;z
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Pasal 39
Pembentahuan tersebut dimaksudkan agar Penyelenggara dapat segera
menentukan langkah-langkah yang perlu diamhil seperti menyvampaikan
pemberitahuan kepada Peserta lainnya bahwa Peserta vang bersangkutan
tidak dapat melakukan transuksi tertentu pada suatu wakmu tertentu.
Pemberitahuan ini disampaikan oleh Penyvelenggara melalu adminisrrarive
message atau sarana lainnva apabila terdapat gangguan pada ROC sehingga
Fenyelenggara tidak dapat menginmkan administrarive message.
Pasal 40
Ayal (1)
Pengawasan langsung berupa pemeriksaan Peserta baik secara berkala
maupun setiap waktu apabila diperlukan.
Pengawasan GOdak langsung berupa pengawasan melalw penelitian,
analisis, dan evaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Peserta
kepada Bank Indonesia dan/atau data/informasi lain vang diperoleh Bank
Indonesia.
Ayat(2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud pihak lain adalah pihak vang memiliki keahlian dan
kompetensi antara lain di bidang audit teknologt infommasi,
Ayat (5)
Hurufl a
Yang dimaksud dengan keterangan dan data dalam huruf ini antara lain

data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan

m%
1,

pengawasan,
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Hurul b

Yang dimaksud dengan sarana fisik dan aplikasi pendukungnya dalam
huruf ini antara lain RT dan aplikasi RT, serta interface ke sistem
internal Peserta.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan hal-hal lain yang diperlukan dalam huruf ini
antara lain salinan dokumen vang terkait dengan obyek pengawasan.
Pasal 41
Ayt (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Hurul'c
Alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Penyelenggara antara

lain lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan RT Server

Back-up sehingga Peserta tidak mempunyai cukup waktu untuk

melakukan transaksi sesuai Jam Operasional.
Fas%
e
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Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43

Cukujsjelas .

Pasul 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
*asal 53

Cukup jelas

b 7D PR L - OO0 - A
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Pasal 54
Cukup jelas
Pagal 55

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelus
Pasal 57

Avat(l)
Cukup jelas

Ayal (2)
Adanya pembebasan tanggung jawab (indemmnity) yang diterima dari
Peserta pengirim tidak serta micria mewajibkan Peserta penerima untuk
menarik dana dan penerima dana dengan mengabaikan kebijakan dan
ketentuan intemal Peserta penenma, musalnya yang terkait dengan
kewajiban meminta persetujuan dari penerima dana atau pemilik rekening
untuk  mendebel  kembali  rekeningnya, Kecuali dalam  perjanjian
pembukaan rekening antara Peserta penerima dan nasabah Peserta
penerima diatur bahwa dalam hal terjadi kekeliruan pengkreditan rekening
nasabah Peserta penerima berhak melakukan pendebetan rekening
nasabah Peserta penerima secara langsung tanpa perlu meminta
persetujuan nasabah Peserta penerima terlebih dahulu. Hal yang sama
berlaku juga untuk penerima dana tunai.
Yanp dimaksnd dengan tanggal diketahuinya kesalahan adalah:
a. apabila kesalahan diketahui oleh Peserta penerima, yaitu tanggal yang

sama dengan tanggal diketemukannya kesalahan tersebut,

b. apabila kesalahan diberitahukan oleh Peserta pengirim, yaitu tanggal

pada saat Peserta penerima selesai melakukan verifikasi dan

rekonsil r%
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rekonsilias: dokumen teckait dengan tranfer dana tersebut. Pelaksanaan
verifikasi dan rekonsiliasi tersebut dilakukan dalam wakw paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan ketentan avat (B).
Ayat(3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Kewajiban Peserta pengirim merupakan konsekuensi dari kewajihan yang
timbul dan hubungan hukum antara Peserta pengirim dengan nasabah
penginm vakni unfuk mengirumbkan dana kepada penerima dana sesuaj
instruksi transfer dar nasabah pengirim.
Ayart (5)
Penagihan kepada penerima dana yang tidak berhak merupakan tanggung
jawab Peserta penginm karena Peserla penginm merupakan pihak yang
pertama kali melakukan kesalahan.
Avat (6)
Cukup jelas
Avyat (T)
Cukup jelas
Ayal (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayal (10)
Cukup jelas
Ayat(11)
Yang dimaksud dengan sampai tanggal dilaksanakannya pengembalian
dana kepada Peserta pengirim adalah sampan dengan 1 {(satu) han sebelum

tanggal dilaksanakannya pengembalian dana kepada Peserta pengirim. '

Pu ].M
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Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Ketentuan yang diatwr dalam Serat Edaran Bank Indonesia antara lain
mengenai ; _
a. tata cara menjadi Peserta dan perubahan status kepeseriaan;
b, pedoman peryvsunan kebijukan dan prosedur tertulis, laporan hasil
pemeriksaan internal dan hasil seeurin audit:
C. lata cara perpanjangan Jam Operasional:
d. biava penggunaan Sistem BI-R (35S
€. fata cara peruifungan bunga dan kompensasi, termasuk besamya tingkat
kompensasi;
f. tala cara penyelesaian trapsaksi Sistem: BI-RTGS dalam kondisi normal
dan keadaun darurat: dan
g. tata cara pengawasan langsung dan tidak langsung.
Pasal 60
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPIIBLIK INDONESIA NOMOR 4373
LDASP
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FERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/ 13 ./PBL2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
6/8/PBL2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESLA
REAL TIME GROSS SETTLEMENT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang - & bahwa dalam rangka mendukung pendanaan kredit
program oleh Pemerintah kepada usaha mikro dan kecil
periu dilakukan perubahan terhadap penggunaan sarana
pembebanan atas rekening giro melalui Sistem Bank

Indonesia Real Time Gross Settlement:

b. bahwa sehubungan denpan hal tersebut di atas dipandang
perlu untik melakukan perubahan atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4373) tentang Sistem Bank

Indonesia Real Tinie Gross Settlement;

Mengingat ¢ 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 1992
Nomor 31, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3472)
scbagaimana teluh diubah  dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lemhbaran MNegara Republik

I

Indonesi f,
L
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3. Pengenaan biaya administrasi diterapkan dalam kondisi sebagai berikut

a. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 ayat 2.

b. Apabila terdapat kegagalan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
ayat 3 huruf b

4 Biaya administrasi untuk ayat 3 huruf b diatas tidak dapat diterapkan dalam hal
Bank Pengirim tidak meminta kompensasi bunga Use of Funds

5. Pihak yang wajib membayar biaya administrasi pada ayat 3 dalam pasal ini,
adalah !
a. Bank Pengirim yang meminta Bank Penerima melakukan backvaluation
untuk keuntungan nasabahnya sesuai perhitungan pada pasal @ ayat 5.
b. Bank Pengirim yang teriambat melakukan pembayaran kepada Bank
Penerima sesuai perhitungan pada pasal 8
ayat 5.

¢. Bank Pengirim yang meminta kompensasi Use of Funds sesuai
perhitungan pada pasal 10 ayat 4

6 Bank Penerima tidak diperkenankan untuk memotong biaya administrasi dan
nilai pokok transaksi yang dikembalikan, namun biaya administras| tersebut
dapat dikompensasikan dar nilai hasil bunga Use of Funds.

Pasal 12
Penerapan kompensasi terhadap
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
akibat adanya kegagalan pembayaran

1. Untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah, ketentuan pengenaan bunga dan kompensasi
disesuaikan dengan prinsip syariah yang berlaku.

2 Untuk transaksi yang melibatkan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan
bank konvensional maka pembayaran kompensasi mengikuti ketentuan
pengenaan bunga dan kompensasi yang berlaku pada Bank Syariah,

3. Atas pembayaran terlambat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf
a maka pembayaran kompensasi atau denda menggunakan rumus sebagai
berikut :

Nilai Pembayaran x Tingkat SWBI-1 x Jm| hari® + B.Adm
360
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PENIELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/13/PBL2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
6/8/PBI2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA
REAL TIME GROSS SETTLEMENT

PASAL DEMI PASAL
Pasal [

Pasal 23
Ayar (1)
Cukup jelas
Axar(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Persetyjuan Benk Indonesia dalam ayat ini diberikan sepanjang
transzksi-transaksi antara Peserta Langsung dengan Pemerintah
tersebut terkait dengan tugas Bank Indonesis dalam bidang
moneter, perbankan, dan sistem pembayaran,
Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4387
DASP
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Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Megara Momor 3790);

Pl

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3343) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANEKE INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDUNESIA
NOMOR  6/8/PBL2004 TENTANG SISTEM BANK
INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT,

Pasal [
Menamboh som oyat dalem Pasal 23 schingga scluruluva beibunyi sehugrad
berikut :
“Pazal 23

(I} Transaksi yang dilakukan oleh Peserta Langsung melslui Sistem
BI-RTGS didasarkan pada warkat pembukuan yang formatnya diatur olch

masing-masing Peseria.

(2} Peserta /
-
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{2)  Peserta Lanpsung yang mengalami gangguan RT Server sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Peserta Tidak
Langsung wajib menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia atau, khusus

untuk penarikan tunai, menggunakan Cek Bank Indonesia.

(3} Khusus untuk ransaksi-transaksi tertentu antara Pescrta Langsung dengan
Pemerintah yang lelah mendapat persemujuan Bank Indoncsia, Peserta
Langsung dapat menggunakan Bilvet Gira Rank Indonesia  unok
dibukukan oleh Penyvelengpara melalui Sistem BI-RTGS,

Pasal TT

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tangpal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal % Tum 2004

GUBERNUR BANK INDONESI 7
LR wbin

BURHAMNIDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49
DASP

AR B ARAR . WA B BR
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atau

sebesar denda GWM yang ditanggung bank penerima + biaya administrasi

Catatan :

SWEBI-1 = adalah SWBI penutupan akhir hari yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

* Jumlah hari dihitung sejak hari pertama keterlambatan pembayaran.

4 Atas pembayaran dini, pembayaran lebih atau salah kirim oleh bank Penginm

dalam melakukan pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud dengan pasal
6 ayat 1 huruf b, huruf ¢ dan huruf e maka pembayaran kompensasi alau denda

menggunakan rumus sebagai berikut -

Nilai Pembayaran x (Tingkat SWBI-1 x (1-110%)GWM) x Jml hari * - B. Adm.

3860

Catatan :
SWBI — 1 = adalah SWBI penutupan akhir han yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
* Jumlah har dihitung sejak used of fund

BAEB IV

Pasal 13

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB
(INDEMNITY')

1. Dalam hal Bank Pengirim meminta kepada Bank Penerima untuk
mengembalikan pembayaran sejumlah dana atau melakukan koreksi atas
pembayaran tertentu, Bank Pengirim harus membenkan pernyataan secara
tertulis tentang pembebasan tanggung jawab (indemnily) kepada Bank Penenma
yang isinya sebagal berikut:

“Atas permintaan pengembalian dana/koreksi yang kami ajukan dengan ini kami
membebaskan Bank Saudara termasuk seluruh karyawan bank saudara dan pihak-
pihak lainnya yang terkait dengan pembayaran terhadap berbagai kemungkinan klaim,
gugatan, kewajiban, biaya-biaya (termasuk biaya penyelesaian perkara secara hukum
dan biaya lainnya), tuntutan atau kerugian yang diakibatkan oleh pengembalian
danalkoreksi yang dilakukan oleh Bank Saudara dan kami bersedia menanggung segala
biaya yang terkait dengan klaim, gugatan, tuntutan dan kewajiban lainnya, termasuk
biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, serta kerugian yang dihadapi Bank
Saudara sebagai akibat dari penarikan kemball dana dari nasabah penerima yang tidak
berhak".
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2. Bank Pengirim wajib mengembalikan dana yang semula telah dikembalikan
oleh Bank Penerima beserta biaya-biaya yang timbul apabila kemudian diminta
kembali oleh Bank Penerima. Apabila Bank Penginm karena alasan apapun tidak
dapat melakukan pengembalian dana sesuai dengan permintaan Bank
Penerima, maka Bank Pengirim wajib untuk memberikan lagi pemyataan
pembebasan tanggung jawab (indemnity) kepada Bank Penerima termasuk
seluruh karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan
pembayaran, terhadap berbagai kemungkinan klaim, gugatan, kewajiban, biaya-
biaya (termasuk biaya penyelesaian perkara secara hukum dan biaya lainnya),
tuntutan atau kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan Bank Pengirim untuk
memenuhi kewajibannya sesuai butir pasal ini.

Keterangan - pasal 13 ayat 2 di atas dimaksudkan untuk melindungi Bank Penerima dari
segala risiko, kerugian atau biaya sebagai akibat dari tindakan Bank Pengirim yang
mengijinkan nasabah pengirim dananya untuk ‘membatalkan’ pembayaran yang telah
dilakukan sebelumnya kepada ultimate beneficiary di Bank Penenma. Oleh karena itu,
Bank Pengirim harus sangat berhati-hati dalam memutuskan untuk menerima
permintaan dari nasabah pembayar untuk menarik kembali atau membatalkan suatu
pembayaran, karena untuk itu Bank Penginm harus mengeluarkan surat permyataan
pembebasan tanggung jawab (indemnity) kepada Bank Penerima Bank Penginm
dianjurkan untuk memberikan pemnyataan pembebasan tanggung jawab (indemnity)
kepada Bank Penerima khusus dalam kaitannya dengan pembayaran antar bank saja,
atau bila kesalahan benar-benar terjadi di pihak Bank Pengirim.

BABV
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 14
Penyelesaian sengketa

1 Untuk menyelesaikan persengketaan atau masalah yang timbul antar bank
peserta BI-RTGS dalam kaitannya dengan transaksi-transaksi RTGS, dan/atau
untuk menyelesaikan ketidakpatuhan bank dalam sistem BI-RTGS telah dibentuk
Komite Bye Laws dan Peraturan. Komite tersebut terdiri dari wakil-wakil yang
ditunjuk dari semua asosiasi perbankan di Indonesia dan Bank Indonesia.

2. Keputusan dari Komite Bye Laws dan Peraturan merupakan keputusan akhir dan
mengikat bagi seluruh Bank Peserta BI-RTGS

Pasal 15
Lain Lain
1. Pedoman Bye Laws ini mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia
No B/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

tanggal 11 Maret 2004, beserta perubahan-perubahan dan Ketentuan Lainnya
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terkait dengan sistem BI-RTGS.
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2. Setiap addendum terhadap pasal-pasal dalam Bye Laws dan Peraturan ini akan
dilakukan secara tertulis dan akan dicantumkan dalam lampiran tersendiri yang
merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Bye Laws dan Peraturan
ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 16
1. Bye Laws dan Peraturan ini mulai berlaku 2 bulan sejak tanggal ditetapkan.

2. Dengan berlakunya Bye Laws dan Peraturan ini, maka ketentuan Bye Laws dan
Peraturan sebelumnya yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2001 dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juli 2004

KOMITE BYE LAWS DAN PERATURAN
KETUA SEKRETARIS

Isbandiono Subadi Darmawati
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Lampiran 3

BYE LAWS

BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
(BI-RTGS)
JULI 2004

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Tujuan

Tujuan dan Bye Laws dan Peraturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan
keseragaman praktek-praktek perbankan (uniform custorn of practices) dalam transaksi
pembayaran antar bank melalui sistem BI-RTGS bagi Bank Peserta.

Pasal 2

Definisi

Dalam Bye Laws BI-RTGS ini yang dimaksud dengan’

1

Pembayaran Antar Bank adalah pembayaran yang diakukan cleh Bank Penginm
untuk keuntungan Bank Penerima sebagaimana digambarkan dalam lampiran |.

Intraday Interbank Money Market (Pasar Uang Antar Bank Intrahan) adalah
pinjaman antar bank yang pembayaran dan pelunasannya dilakukan pada hari
yang sama.

Sameday Value Money Market (MM) adalah pinjaman antar bank yang
pembayarannya dilakukan pada hari yang sama dan pelunasannya dilakukan
pada tanggal jatuh tempo.

Sameday Value Foreign Exchange (FX) adalah transaksi jual beli valuta asing
yang setelmennya dilakukan pada hari yang sama

Future-Dated Transaclion adalah transaksi yang pembayarannya dilakukan
kemudian pada tanggal yang disepakati (value date) atas transaksi yang
dilakukan pada hari kerja sebelumnya (transaction date).

Pembayaran Pihak Ketiga adalah pembayaran yang dilakukan antar bank
peserta melalui sistem BI-RTGS dimana pengirim (originator) dan/atau penerima
(uftimate beneficiary) adalah nasabah.
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Transaksi End-of-Day Funding/Interbank Cover Position adalah transaksi yang
dilakukan antar bank peserta untuk pendanaan akhir hari.

Graduated Payment Schedule adalah suatu target dimana bank-bank harus telah
menyelesaikan persentase tertentu dari total pembayaran selama 1 (satu) han.

Pasal 3
Ruang Lingkup Penerapan

Bye Laws BI-RTGS diterapkan untuk seluruh pembayaran antar bank melalui
sistem BI-RTGS baik yang dilakukan oleh bank atas nama bank sendiri maupun
oleh bank atas nama nasabah dimana rangkaian pembayaran tersebut dapat
dimulai dari originator dan dapat berakhir pada ultimate beneficiary sebagaimana
digambarkan dalam lampiran |.

Semua Bank Peserta BI-RTGS wajib tunduk pada Bye Laws BI-RTGS ketika
melakukan transaksi pembayaran antar bank melalui sistem BI-RTGS.

Dalam hal transaksi pembayaran kepada pihak ketiga, Bank Indonesia sebagai
peserta tunduk pada Bye Laws BI-RTGS. kecuali untuk pembayaran bunga dan
kompensasi.

Pasal-pasal tertentu dalam Bye Laws BI-RTGS dapat tidak diterapkan apabila
bank-bank terkait dalam suatu pembayaranftransaksi tertentu sepakat untuk
membuat perjanjian bilateral sepanjang perjanjian dimaksud tidak
mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak lain yang terkait dengan pembayaran
tersebut

. Semua penetapan waktu dalam Bye Laws BI-RTGS ini mengacu pada wakiu
yang ditunjukkan oleh BI-RTGS Central Computer (RCC) yaitu Waktu Wilayah
Indonesia Barat (WWIE).

BAB I
KETENTUAN POKOK
Pasal 4
Batas Waktu (Cut off Time)
Infraday Interbank Money Market
a Pembayaran transaksi Intraday Interbank Money Market harus telah
sampai di rekening Bank Peminjam di BI-RTGS dalam waktu 30 menit
setelah selesainya transaksi. Dalam hal bank menggunakan jasa broker

pasar uang maka penghitungan waktu 30 menit di atas dilakukan sesuai
dengan pasal 7 ayat 3 mengenai penggunaan jasa broker pasar uang.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b. Pelunasan untuk transaksi Infraday Interbank Money Market harus
dilakukan selambat-lambatnya pukul 16:30 pada hari yang sama.

Sameday Value MM/FX deals
a. Pembayaran untuk transaksi sarmmeday value MM/FX deals harus
diselesaikan (seflled) selambat-lambatnya pukul 16:30 pada hari yang
sama.

b. Pelunasan dana pinjaman Money Market harus telah dilaksanakan
kepada Bank Pemberi Pinjaman selambat-lambatnya pukul 16:30 pada
tanggal jatuh tempao.

Future-Dated Transaction
a. Pembayaran antar bank untuk transaksi Future-Dated Transaction harus
dilakukan sebelum pukul 16:30 pada langgal valuta transaksi.

b. Pelunasan dana pinjaman Money Marke! harus telah dilaksanakan
kepada Bank Pemben Pinjaman selambat-lambatnya pukul 16:30 pada
tanggal jatuh tempo.

Pembayaran Pihak ketiga (Komersial)

a. Pembayaran antar bank untuk pihak ketiga harus dilakukan sebelum
pukul 16:30 pada han yang sama.

b. Pengembalian dana untuk pihak ketiga karena adanvya kesalahan
penginman yang diketahui oleh Bank Penerima atau adanya permintaan
pengembalian dana dari Bank Penginm dilakukan sesegera mungkin
sebelum pukul 17 00 pada han yang sama

Transaksi Eng-of-day Funding / Interbank Cover Postion

a. Pembayaran untuk pendanaan akhir han (End-of-day Funding) harus
telah sampai di rekening giro Bank Peminjam di BI-RTGS sebelum pukul
18:00 hari yang sama.

b. Pelunasan dana pinjaman End-of-day Funding | Interbank Cover Position
harus telah dilaksanakan kepada Bank Pemberi Pinjaman selambat-
lambatnya pukul 16.30 pada tanggal jatuh tempo

Pasal 5
Pencegahan terjadinya Kemacetan Sistem Pembayaran (Gridlock)

Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya gridiock. Bank Peserta wajib
mengatur pembayarannya agar dapat berjalan lancar sepanjang hari antara lain
dengan cara.

a. Melakukan pembayaran-pembayarannya sesegera mungkin bagi bank
yang memiliki dana cukup dalam rekening gironya di Bank Indonesia.

b. Melakukan pembayaran atas transaksi ‘Future-Dated Transaction'
dianjurkan selambat-lambatnya pukul 10.30. pada tanggal valuta
transaksi
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c. Mengelola antrian pembayarannya dan apabila memungkinkan
mendahulukan pembayaran yang nilai nominalnya lebih kecil dari
pembayaran lainnya

d Sedapat mungkin mengatur pembayaran maksimum Rp. 100 miliar per
transaksi atau per pembayaran.

2. Seliap bank yang memutuskan untuk meminjam fasilitas kredit infraday sebagai
akibat darj gndiock, wajib menanggung sendiri beban biaya peminjaman tersebut
tanpa melibatkan bank lainnya. Hal ini mengingat kesulitan untuk mengetahui
bank-bank lainnya yang terkait dengan kondisi gndiock yang dihadapi oleh bank
tersebut.

3 Untuk membantu bank dalam memperlancar pengelolaan pembayaran
sepanjang han bank dapat mengacu kepada Graduated Payment Schedule di
bawah ini

a  Mimimal 30% dari total nilai pembayaran keluar (outgoing payments)
sesual rumus perhitungan pada ayat 4, diselesaikan sebelum pukul
10.30.

b Minimal 30% benkutnya dari total nilai pembayaran keluar {outgoing
payments) sesuai rumus perhitungan pada ayat 4. diselesaikan antara
pukul 10.30 - 14 30

€. Sejumlah 40% dari total nilai pembayaran keluar (outgoing payments)
sesual rumus perhitungan pada ayat 4 diseiesaikan antara pukul 14:30 -
16 30 (kecuali untuk transaksi pendanaan akhir han (end-of-day funding).

4 Rumus yang digunakan untuk menghitung perkuraan total nilai pembayaran
keluar nanan per bank didasarkan pada rata-rata dan nilai total pembayaran dua
minggu terakhir sebagai berikut

Nilai perkiraan rata-rata harian pembayaran keluar adalah =

Total pembayaran wk,, ; + total pembayaran wk,,

T
wk ..z = dua minggu sebelum minggu perhitungan
wk .1 = s5atu minggu sebelum minggu pérhnungan

T = jumiah hari kerja yang dimulai pada hari pertama dari wk, , sampai dengan hari
terakhir dan wk..,

5 Pemantauan atas pelaksanaan Graduated Payment Schedule oleh masing-
masing bank akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Jika terdapat bank yang
tidak melaksanakan Graduated Payment Schedule dengan baik maka

a. Bank Indonesia akan menginformasikannya kepada Komite Bye Laws
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b.

Komite Bye Laws akan meminta bank tersebut untuk mempresentasikan
masalahnya. Apabila bank tersebut gagal memberikan alasan yang kuat
mengenai kesulitannya untuk melaksanakan mematuhi Graduated
Payment Schedufe, dan bank tersebut tidak menunjukkan kemauan untuk
mematuhi ketentuan, maka Komite Bye Laws akan mengumumkan nama
bank dimaksud kepada bank-bank lainnya serta dapat mengambil
langkah-langkah penting lainnya agar bank tersebut mematuhi ketentuan.

Bank wajib memelihara hubungan (fog-on) dengan RTGS Central Computer

(RCC) paling lambat pukul 09:00 sampai dengan cul-off time sistem BI-RTGS di
akhir hari

Pasal 6
Kegagalan pembayaran

1. Kegagalan pembayaran mencakup kondisi-kondisi sebagai benkut |

a.

Pembayaran Terlambat adalah pembayaran, pelunasan dan
pengembalian dana yang dilakukan melewati cut off time yang telah
ditetapkan sebagaimana pada pasal 4.

Pembayaran Dini adalah pembayaran kepada Bank Penerima Dana yang
dilakukan oleh Bank Penginm sebelum tanggal efektif.

Pembavaran Lebih adalah pembayaran yang melebihi nominal yang
semestinya. termasuk dalam hal ini pembayaran yang dilakukan lebih
dar satu kali

Pembayaran Kurang adalah pembayaran yang kurang dan nominal yang
semestinya.

Pembayaran Salah Kinm adalah pembayaran yang dikirim kepada barik
yang salah dan/atau dikinm kepada penerima yang salah.

2 Kondisi kegagalan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. tetap
berlaku untuk semua pembayaran yang dikategorikan gagal tanpa
mengecualikan hal-hal sebagai berikut:

a.

Pihak ariginator atau ultimate beneficiary adalah pihak i luar,negeri atau
dalam negeri.

Jenis dari transaksi yang mendasar|, antara lain transaksi sekuritas dan
pasar valuta asing.

Unit di bank yang terlibat dalam penerbitan perintah, pemrosesan atau
penerimaan pembayaran.

Bank Pengirim bertindak sebagai originating bank atau agent bank

w
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e. Kondisi dimana bank mengalami kegagalan sistem dan kondisi-kondisi
lainnya yang dapat digolongkan sebagai force majeure.

3 Dalam hal terjadi pembayaran salah kirim sebagaimana dimaksud dalam ayat
1.e. pasal ini dan kondisi tersebut diketahui oleh Bank Penerima, maka Bank
Penerima wajib segera mengembalikan dana yang diterima kepada Bank
Pengirim, tanpa menunggu adanya permintaan pengembalian dana dar Bank
Fengirim

Pasal 7
Pasar uang antar bank intrahari
{intraday interbank money market)

1. Pembayaran dan pelunasan untuk transaksi Intraday Interbank Money Market
dilakukan dengan ketentuan sebagal berikut -

a. Pada hari yang sama;

b. Jam transaksi : 9.00 - 16:30;

¢ Tingkat bunga dihitung berdasarkan 1/360,

d Penentuan dan perhitungan tingkat suku bunga diserahkan kepada bank
yang melakukan transaksi;

e Penetapan pembayaran dalam waktu 30 menit terhitung sejak
diterimanya konfirmasi tertulis

2 Transaksi intraday interbank money market yang dilakukan melalui jasa broker
harus disebutkan dengan jelas pada waklu terjadinya transaks: (deail.
3. Dalam hal Bank Pemberi Pinjaman gagal memenuhi kewajiban
pembayarannya dalam waktu 30 menit setelah terjadinya transaxsi.
maka .

a Bank Peminjam dapat membatalkan transaksi tersebut secara sepihak tanpa
dikenakan biaya apapun dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank
Pemberi Pinjaman selambat-lambatnya 30 menit berikutnya.

b. Bank Pember Pinjaman yang sudah tidak dapat menghentikan pembayaran dan
pembayaran tersebut telah diterima oleh Bank Peminjam, maka Bank Peminjam
wajlb mengembalikan dana tersebut dalam waktu 30 menit setelah dana
diterima. Bilamana Bank Peminjam gaga! mengembalikan dana tersebut dalam
waktu 30 menit maka transaksi intraday interbank money market tetap berlaku.

4, Bank Pemberi Pinjaman yang gagal memenuhi kewajiban pembayarannya
sesuai dengan ketentuan pada ayat 1 huruf e pasal ini, dikenakan denda dengan
perhitungan sebagai berikut:

Nilai Pembayaran x [IB-2 Rate]

Benda= == + |DR 100.000.00

360
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Catatan :

tingkat bunga 1B-2 adalah tingkat bunga tertinggi atas transaksi
intraday interbank money market pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal
transaksi yang mengalami kegagalan pembayaran Apabila tingkat bunga |B-2 pada han
ity tidak ada, maka tingkat bunga IB-2 digunakan perhitungan /3 dari tingkat bunga IB-1
pada hari yang sama.

Apabila dana masih belum diterima oleh Bank Peminjam sampai
dengan pukul 16:30 pada hari yang sama, maka terhadap Bank Pemberi Pinjaman akan
dikenakan denda tambahan sesuai dengan penghitungan sebagaimana diatur pada
Pasal @ ayat 5 atau Pasal 12 ayat 3

Klaim denda dapat diajukan dalam waktu B0 hari kalender setelah
tanggal valuta transaksi

BAB Il
KOMPENSASI
Pasal 8
Prinsip Kompensasi
1 Latar belakang dari pemberian kompensasi adalah agar Bank Peserta Sistem Bl-
RTGS memberkan kompensas satu sama lain terhadap kondisi yang

menrimbulkan kompensasi

2 Kompensasi dilakukan dengan perhitungan yang seragam berdasarkan pnnsip
keadilan sehingga tidak ada Bank Peserta yang dirugikan atau diuntungkan.

3. Kompensasi hanya mengatur klaim yang terjadi diantara Bank Peserta Sistem
BI-RTGS

4 Aturan kompensasi Bye | aws ini hanya mengatur klaim yang terjadi akibat
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

5 Kompensasiterdin dan
. a. Kompensasi Bunga atau Bagi Hasl!.
b. Biaya Administrasi

6 Pengajuan klaim kompensasi dari suatu transaksi harus dilakukan selambat-
lambatnya 60 hari kalender sejak tanggal valuta transaksi dengan
mencantumkan keterangan yang jelas antara lain mengenal

2 Nomor referensi dan tanggal transaksi .
b. Nominal transaksi |
c. Nomor rekening dan nama nasabah.
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7. Kompensasi harus dibayarkan oleh Bank Penerima Klaim kepada
Bank yang mengajukan klaim dalam kurun waktu 30 han kalender
setelah pengajuan klaim ditenma.

8. Kompensasi bunga atau bagi hasil dan biaya administrasi dibatasi
dengan suatu perhitungan tertentu yang diatur dalam Bye Laws
ini, dan kompensasi tersebut tidak meliputi consequential
administrative cost. Bank Pengirim tidak bertanggung jawab atas
bunga atau bagl hasil dan biaya administrasi yang harus
ditanggung cleh Bank Penerima sebagai konsekuensi dan
kegagalan Bank Pengirim untuk melakukan pembayaran kepada
Bank Penerima (lihat lampiran 11).

Pasal 9
Kompensasi Bunga atau Bagi Hasil
untuk Pembayaran Terlambat

1. Kompensasi bunga atau bagi hasil dimaksudkan untuk mengganti biaya yang
terjadi akibat kegagalan Bank Pengirim dalam melakukan pembayaran antar
bank pada waktu yang disepakati dengan jumlah yang semestinya, sesuai
dengan pasal 6 ayat 1 huruf a dan huruf d.

2 Kompensasi Bunga atau Bagi Hasil diterapkan sebagai benkut:
3 Untuk pembayaran antar bank.

Apabia pembayaran tidak dilakukan pada tanggal valuta dengan jumiah yang tepat.
maka Bank Penginm harus membayar kompensasi kepada Bank Penenma yang
jumlahnya sesuai dengan rumus sebagaimana ditetapkan dalam ayat S pasal ini.

b, Untuk pembayaran pihak ketiga.

Dalam hal Bank Pengirim, baik atas namanya sendiri maupun atas nama
nasabahnya gagal untuk melakukan pembayaran pada tanggal valuta kepada nasabah
dari Bank Penerima. maka bank pengirim dapat mengajukan permintaan back valuation
kepada Bank Penerima dengan membayar kompensasi kepada Bank Penerima vang
jumlahnya sesuai dengan rumus sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 pasal ini;

Dalam hal Bank Penerima tidak bersedia melakukan backvaluation atau
menerima kompensasi bunga maka Bank Pengirim harus menyelesaikan kompensasi ini
dengan nasabah di Bank Pengirim.

3. Dana yang diterima setelah cut off times secara otomatis diberiakukan sebagal
penerimaan dengan tanggal valuta hari kerja berikutnya. Oleh karena itu, Bank
Penerima berhak:

a. Menginvestasikan atau memanfaatkan dana tersebut dan tidak
memberikan kompensasi kepada Bank Pengirim untuk hasil pemanfaatan
dana tersebut (Use of Funds).

b. Mendapatkan Kompensasi dari Bank Pengirim dengan rumus
sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 pasal ini bilamana Bank Pengirim
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meminta penyesuaian tanggal valuta dan Bank Penerima bersedia
melakukannya.

4 Pembayaran terlambat yang dilakukan oleh Bank Pengirim dan mengakibatkan
adanya denda Giro Wajib Minimum (GWM) dan pihak Bank Indonesia kepada
Bank Penerima. maka Bank Pengirim harus menanggung denda tersebut
dengan syarat Bank Penerima mampu membuktikan bahwa pelanggaran
lersebut merupakan akibat dar kegagalan Bank Pengirim dalam melaksanakan
pembayaran

5 Perhitungan nilai kompensasi yang terjadi karena pembayaran terlambat oleh
Bank Penginm yang menyebabkan Bank Penerima harus melakukan koreksi
bunga yang termasuk didalamnya backvaluation untuk keuntungan nasabahnya,
dengan menggunakan rumus sebagai berikut .

Nilal Pembayaran x Tingkat 1B-1 x Jmi Hari * + Biaya Administrasi
360

atau
sebesar denda GWM yang ditanggung bank penerima + biaya administrasi
Catatan

IB-1 (1B-1 Rate) = 120% dari rata-rata tingka bunga JIBOR ovemight yang diumumkan
untuk tanggal vaiuta tertentu pada sistem Pusat informasi Pasar Uang (PIPU)

*) Jumlah han dihitung sejak han pertama keterambatan pembayaran
Pasal 10
Kompensasi Bunga atas Pemanfaatan Dana/Use of fund
akibat adanya kegagalan pembayaran

1. Kompensasi bunga dimaksudkan untuk mengganti kerugian bank pengirim
akibat adanya pembayaran dini, pembayaran lebih atau salah kirim oleh bank
Pengirim dalam melakukan pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, huruf c dan huruf e ' ;

2 Hasil Use of Funds hanya dapat diklaim oleh Bank Pengirim kepada Bank
Penerima jika dana yang diterima oleh bank penerima dalam ayat 1 pasal ini
tidak dikembalikan pada hari yang sama.

3 Perhitungan Use of Funds didasarkan saat dana tersebut dikredit oleh Bank

Indonesia pada rekening giro Bank yang bersangkutan sampai dengan dana
tersebut dikembalikan oleh bank penerima.
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a. Dalam hal Bank Pengirim meminta pengembalian dana sebelum pukul
16.30 atas kegagalan pembayaran sesuai ayat 1 pasal ini, maka Bank
Penenma wajib mengembalikan dana tersebut pada harn yang sama
tanpa membayar Use of Fund dan tidak berhak mengenakan biaya
administrasi kepada bank pengirim

b. Dalam hal bank penerima tidak mengembalikan dana sampai dengan
pukul 17 .00 untuk pembayaran pihak ketiga atau sampai dengan pukul
18 :00 untuk transaksi antar bank, maka Bank Penerima wajib membayar
kompensasi hasll Use of Funds terhitung sejak tanggal valuta/hari
terjadinya pengendapan dana dan bank pengirim wajib membayar biaya
administrasi kepada bank penenma.

4. Hasil perhitungan Use of Funds harus dibayarkan oleh Bank Penenma kepada
Bank Pengirim. dengan menggunakan rumus sebagai b-enkut .

Nilai Pembym x [Tingkat IB-1 x (1-110%GWM®)] x Jmi hari - B.Ad Imui UFi HEHNSM
360 UNIVERSITAS JEMBER
Catatan

Perhitungan 1-110%GWM (Giro Wajib Minimum) dimaksudkan untuk
memberikan kompensasi kepada Bank Penenma agar bank tersebut tidak berada pada
posisi yang dirugikan akibat kesalahan bayar Bank Penginm

Tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan kompensas: dibern nama
tingkat bunga I1B-1 (1B-1 Rate), yang besarnya 120% dan rata-rata tingkat bunga JIBOR
overmght yang diumumkan untuk tanggal valuta tertentu pada sistem Pusat Informasi
Pasar Uang (PIPU).

Jumlah hari dihitung sejak hari perfama pengendapan dana

Pasal 11
Biaya Administrasi

1. Biaya administrasi dimaksudkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh
bank penerima dalam hal

a Melakukan penyesuaian pembukuan atas tanggal valuta penenmaan
dana (backvaluation) atau penghitungan bunga atau bagi hasil

b. Menghubungi dan meminta otorisasi baik kepada nasabah ataupun pihak
internal bank dalam hal terjadi permintaan untuk mengembalikan
sejumlah dana tertentu kepada Bank Pengirim,

c. Biaya telekomunikasi terkait

2. Jumlah biaya administras) adalah sebesar Rp 500 000,00 (ima ratus ribu
rupiah)
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